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BUPATI BOMBANA 

PROVINSISULAWESITENGGARA 

PERATURAN BUPATI BOMBANA 

NOMOR 2\ TAHUN 2024 

TENTANG 

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BOMBANA, 

d 
Menimbang 

Mengingat 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 ayat (3) 

Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara 

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Pembentukan Kabupaten Bombana, 

Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di 

Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran 
,; 

Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa ka1i terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

41,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 
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- 2 ­  

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 

2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2023 

Nomor 6); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN 

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

@ 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana. 

2. Bupati adalah Bupati Bombana. 

3. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pajak daerah adalah Perangkat 

Daerah Kabupaten Bombana yang bertugas membantu Bupati dalam 

pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah. 

4. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pajak daerah adalah 

Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pajak daerah 

Kabupaten Bombana. 

5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan 

dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 

undangan. 

6. Perangkat Daerah adalah unsur yang membantu Bupati dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang mengelola pajak dan/atau 

retribusi daerah sesuai dengan potensi dan kewenangannya. 

7. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang mengelola 

pajak dan/ a tau retribusi daerah sesuai dengan potensi dan 

kewenangannya. 

8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib 

kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
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yang badan 

16. 

9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan 

Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 

khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 

kepentingan orang pribadi atau badan. 

10.  Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak. 

1 1.  Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, 

pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban 

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

12.  Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang 

bertanggungjawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang 

menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

13. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau 

menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan. 

14 .  Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan 

perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, 

termasuk pemungut retribusi tertentu. 

15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 

kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 

usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 

lainnya, badan usaha mi1ik negara, badan usaha milik daerah, atau badan 

usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, 

koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi 

massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan 

bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk 

usaha tetap. 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya 

disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang 

dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi a tau Badan. 

• 

e 

17. Bumi adalah permukaan Bumi yang meliputi tanah dan perairan 

pedalaman. 
18. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara 

tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi. 

19. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat 

BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan. 
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20. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak 

pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagairnana dimaksud dalam 

undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan. 

2 1 .  Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah 

Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang 

dan/atau jasa tertentu. 

22. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang 

disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun 

tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran. 

23. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu 
pembangkit Tenaga Listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan 
listrik. 

24 . Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi 
dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau 
fasilitas lainnya. 

25. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di 
luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk 
ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok 
usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk 
penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor. 

26. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan 

semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, 
dan/atau keramaian untuk dinikmati. 

27. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame. 
• 28. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak 

ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, 
menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap 

sesuatu. 

29. Penyelenggaraan Reklame adalah rangkaian kegiatan dan pengaturan yang 

meliputi perencanaan, jenis, bentuk pemanfaatan, perizinan, pengendalian, 
pengawasan dan penertiban reklame dalam rangka mewujudkan 

pemanfaatan ruang kota yang serasi. 

30. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas 

pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. 

3 1 .  Air  Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di 

bawah permukaan tanah. 
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32. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak 
MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logarn dan 
batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan Bumi untuk 
dimanfaatkan. 

33. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah 
mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam 
peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara. 

34. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan 
dan/atau pengusahaan sarang burung walet. 

35. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia 

fuchliap haga, collocalia ma-rina, collocalia esanlanta, dan allocalia linchi. 

36. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD 
adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam 

• administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda 
pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan 
memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya. 

37. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor 
identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan 
ketentuan tertentu. 

38. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata­ 
rata yang d.iperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan 
bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui 
perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan 
baru, atau NJOP pengganti. 

• 39. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan 
data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau 
Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi 
kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya. 

40. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD 
adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan 
penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan 
objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah. 

4 1 .  Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah yang selanjutnya d.isingkat SPOPD 
adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk mendaftarkan diri dan 
melaporkan objek pajak atau usahanya ke Perangkat Daerah yang 

membidangi urusan pajak daerah 
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42. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah 
surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan 
objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan Daerah. 

43. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat 
LSPOP adalah Lampiran dari suratyang digunakan oleh Wajib Pajak untuk 
melaporkan data subjek dan Objek Pajak bumi dan bangunan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

44. Surat Pengukuhan Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat menjadi 
SPWPD, adalah surat pengukuhan yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah 
yang membidangi urusan pajak daerah sebagai pemberitahuan bahwa 
Wajib Pajak telah terdaftar pada sistem administratif perpajakan, yang 
berisi NPWPD dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. 

• 45. Ekstensifikasi adalah upaya proaktifyang dilakukan oleh Perangkat Daerah 
yang membidangi urusan pajak daerah dalam rangka pemberian NPWPD. 

46. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnyajumlah pokok Pajak yang 
terutang. 

47. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti 
pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan 
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas 
Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. 

48. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT 
adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 

• yang terutang kepada Wajib Pajak. 
49. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat 

SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnyajumlah 
pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok 
Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus 
dibayar. 

50. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya 
disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan 
tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan. 

51. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN 
adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama 
besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak 
ada kredit Pajak. 
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52. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat 

SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan 

pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari pada Pajak 

yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 

53. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat 

untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa 

bunga dan/atau denda. 

54. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan 

kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan 

ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan 

Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, 
SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan 

Keberatan. 

• 55. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan 

terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau 

terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh 
Wajib Pajak. 

56. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding 
terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. 

57. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai 

kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang 
dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang 
kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat 

pemberitahuan dengan SSPD. 

• 58. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi 

utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau 

memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, 
memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan 

penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah 
disita. 

59. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan pajak yang 
dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa 
menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang 
Pajak dari semuajenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak. 
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60. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi 

administratif berupa bunga, dcnda, dan/atau kenaikan yang tercantum 

dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan 

perundang-undangan perpajakan Daerah. 

61. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur 

Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang 

Retribusi. 

62. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya 

Penagihan Pajak. 

63. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi 

Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, 
dan penyanderaan. 

64. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah 

• data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan 

profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji 
kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk 

tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan perpajakan dan Retribusi Daerah. 

65. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, 
kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama 

dengan tahun kalender. 
' 66. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah 

Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat 

dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 

• 67. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah 
Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya 

dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 

68. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam 
rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan 
untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas 
kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, 
barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi 

kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 

69. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah 

surat ketetapan Retribusi yang menentukan besamya jumlah pokok 

Retribusi yang terutang. 
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70. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat 

SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah 

kelebihan pembayaran Retribusi karenajurnlah kredit Retribusi lebih besar 

daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 

7 1 .  Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah 

surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif 

berupa bunga dan/atau denda. 

72. Surat Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat 

SPARD adalah surat yang digunakan untuk membayar secara angsuran 

yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi sesuai 
Surat Pemyataan Kesanggupan Pembayaran Secara Angsuran. 

73. Surat Pemyataan Kesanggupan Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah 
yang selanjutnya disingkat SPKPARD adalah surat pemyataan yang dibuat 

• oleh Wajib Retribusi yang menyatakan kesanggupan pembayaran angsuran 

retribusi daerah. 
74. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah 

sistem yang diterapkan oleh Perangkat Daerah atau unit kerja Perangkat 

Daerah pada Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan 

keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan 

daerah pada umumnya. 

75. Bank Penerima adalah Bank Sulawesi Tenggara atau bank lain yang 

ditunjuk oleh Bupati untuk menerima pembayaran pendapatan asli daerah. 

• 
BAB II 

PAJAK DAERAH 

Pasa12 

(1 ) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati meliputi: 

a. PBB-P2; 
b. Pajak Reklame; 
C. PAT; 
d. Opsen PKB; dan 

e. Opsen BBNKB. 
(2) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib 

Pajak meliputi: 
a. BPHTB; 
b. PBT atas; 
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1.  Makanan dan/atau Minuman; 
2. Tenaga Listrik; 
3. Jasa Perhotelan; 
4. Jasa Parkir; dan 
5. Jasa Kesenian dan Hiburan. 

c. Pajak MBLB; dan 
d. Pajak Sarang Burung Walet. 

Bagian Kesatu 
Pendaftaran dan Pendataan 

Paragraf 1 
Pendaftaran 

(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  dikecualikan untuk Wajib 
Pajak penyedia Tenaga Listrik yang berstatus badan usaha milik negara 
atau badan usaha milik daerah. 

(7) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) 
wajib mendaftarkan objek pajaknya kepada Bupati melalui Perangkat 
Daerah yang membidangi urusan pajak daerah dengan menggunakan 
permohonan pendaftaran wajib pajak paling lama 7 (tujuh) hari sebelum 
pengambilan dan/atau pemanfaatan serta penyelenggaraan objek 
pajaknya. 

(8) SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SPOPD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan formulir pendaftaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat diperoleh Wajib Pajak dengan 
cara: 

Pasal 3 

• (1)  Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib mendaftarkan diri 
dan/atau objek pajaknya kepada Kepala Perangkat Daerah yang 
membidangi urusan pajak daerah. 

(2) Wajib Pajak PBB-P2 mendaftar dengan menggunakan SPOP dan LSPOP. 
(3) Wajib Pajak Reklame, PAT, PBJT, Pajak MBLB, dan Pajak Sarang Burung 

Walet mendaftar menggunakan SPOPD. 
(4) Wajib pajak Opsen PKB dan Opsen BBNKB mendaftar dengan 

menggunakan surat pendaftaran sesuai format yang diterbitkan oleh 
Kepala Badan Pendapatan Daerah Propinsi melalui kantor sistem 
administrasi manunggal satu atap. 

(5) Wajib Pajak BPHTB mendaftar dengan menggunakan formulir pendaftaran. 

• 
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a. mengambil sendiri ke Perangkat Daerah yang membidangi urusan 

pajak daerah melalui loket pendaftaran; 

b. diperoleh secara online; dan/atau 

c. dikirim oleh petugas Perangkat Daerah yang membidangi urusan pajak 

daerah yang ditunjuk. 

(9) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) wajib diisi 

dan ditulis dengan benar dengan menggunakan Bahasa Indonesia, jelas, 

dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak. 

(10) Permohonan pendaftaran yang telah ditandatangani disampaikan dengan 

melampirkan: 

a. untuk PBB-P2 melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut: 

1. fotokopi identitas kependudukan; 

2. fotokopi nomor induk berusaha; 

3. fotokopi bukti kepemilikan/penguasaan/pemanfaatan tanah dan 

bangunan;dan/atau 

4. fotokopi SPPT PBB-P2 induk atau SPPT PBB-P2 tetangga objek. 

b. untuk Pajak Reklame melampirkan dokumen pendukung sebagai 

berikut: 

1. fotokopi identitas kependudukan; 

2. fotokopi nomor induk berusaha; 

3. fotokopi NPWP Perusahaan; dan/atau 

4. gambar, isi ringkas reklame, dan denah lokasi pemasangan. 

c. untuk PAT melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut: 

1 .  fotokopi identitas kependudukan; 

2. fotokopi nomor induk berusaha; 

3. fotokopi NPWP Perusahaan; dan 

4. ringkasan mengenai tujuan pengambilan air dan jenis mesin 

pompa yang digunakan. 

d. untuk BPHTB melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut: 

1 .  fotokopi identitas kependudukan; 

2. fotokopi NPWP pembeli dan penjual; 

3. fotokopi alas hak berupa sertifikat dan/atau surat keterangan 

tanah; 

4. kuitansi jual beli atau perjanjian pengikatan jual beli yang 

diterbitkan notaris atau pejabat pembuat akta tanah; 

5. fotokopi SPPT dan SSPD/STTS PBB-P2, lunas PBB-P2; 
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6. fotokopi bukti waris atau hibah wasiat dalam hal waris atau hibah 

wasiat; dan/atau 

7. foto lokasi. 
e. untuk PBJT melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut: 

1 .  fotokopi identitas kependudukan 
2. fotokopi nomor induk berusaha; dan/atau 

3. fotokopi NPWP Perorangan/Perusahaan. 
f. Untuk Pajak MBLB melampirkan dokumen pendukung sebagai 

berikut: 
1 .  fotokopi identitas kependudukan; 

2. fotokopi nomor induk berusaha; dan/atau 
3. fotokopi NPWP Perusahaan. 

g. Untuk Pajak Sarang Burung Walet melampirkan dokumen pendukung 

• sebagai berikut: 
1. fotokopi identitas kependudukan; 
2. fotokopi nomor induk berusaha; dan/atau 

3. fotokopi NPWP Perorangan/Perusahaan. 
( 1 1 )  Permohonan pendaftaran yang ditandatangani bukan Wajib Pajak harus 

dilampiri dengan surat kuasa. 

Pasal 4 

(1)  Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pajak daerah melalui 
petugas pendaftaran melakukan verifikasi terhadap permohonan 

pendaftaran Wajib Pajak. 
• (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  dilakukan dengan 

memeriksa kelengkapan administrasi yang dipersyaratkan. 

Pasal 5 

(1)  Terhadap permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 
Perangkat Daerah yang membidangi urusan pajak daerah menerbitkan 
Kartu NPWPD paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan 

dinyatakan telah diterima secara lengkap. 
(2) Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajaknya 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ,  diberikan satu NPWPD. 
(3) NPWPD untuk Wajib Pajak orang pribad.i dihubungkan dengan nomor 

induk kependudukan. 
(4) NPWPD untuk Wajib Pajak badan dihubungkan dengan nomor induk 

berusaha. 
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(5) Kartu NPWPD disampaikan kepada Wajib Pajak secara langsung atau 

disarnpaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat atau jasa 

pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman. 

(6) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada pada ayat (2) Wajib 

Pajak tidak mendaftarkan diri, Bupati atau Kepala Perangkat Daerah yang 

membidangi urusan pajak daerah menerbitkan NPWPD secara jabatan 

berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah. 

Pasal 6 

Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pajak daerah menerbitkan 

nomor registrasi dan NOPD untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran 

objek Pajak antara lain: 

a. untuk PBB P2 diterbitkan NOPD; dan 

b. untuk Pajak Reklame, PAT, BPHTB, PBJT, Pajak MBLB dan Pajak Sarang 

Burung Walet diterbitkan nomor registrasi. 

Paragraf 2 

Pendataan 

Pasal 7 

( 1 )  Bupati atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pajak 

daerah melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak unt uk 

memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau 

Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan 

administrasi perpajakan Daerah. 

(2) Khusus untuk PBB-P2, pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  

meliputi seluruh Bumi dan/atau Bangunan dalam wilayah Daerah. 

(3) pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  dilakukan secara berkala 

paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali. 

(4) Petugas pendataan harus memiliki surat tugas yang diterbitkan oleh Kepala 

Perangkat Daerah yang membidangi urusan pajak daerah. 

Pasal 8 

Pendataan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 7 dilaksanakan dengan cara: 

a. mendatangi Wajib Pajak di lokasi Wajib Pajak; atau 

b. mengirimkan surat imbauan kepada Wajib Pajak. 
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Paragraf 3 
Penghapusan NPWPD 

Pasal 9 

(1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan 
objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di 
bidang perpajakan daerah, Bupati atau Kepala Perangkat Daerah yang 
membidangi urusan pajak daerah dapat melakukan penonaktifan atau 
penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD secara jabatan atau atas 
dasar permohonan Wajib Pajak. 

(2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, 
NOPD, dan/atau jenis penomoran Iain yang dipersamakan atas dasar 
permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ,  Bupati atau 
Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pajak daerah harus 

• menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal 
permohonan diterima secara Iengkap. 

(3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 
diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan 
Wajib Pajak dianggap disetujui. 

(4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, dan NOPD 

secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1 )  dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak: 

• 

a. 

b. 

tidak memiliki tunggakan Pajak; dan 
tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, 

gugatan, atau peninjauan kembali. 

Pasal 10 

Permohonan Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, dan 
NOPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), atas dasar permohonan 

Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. satu surat permohonan untuk 1 (satu) Wajib Pajak; 

b. 

c. 

diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia; 

diajukan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang 

membidangi urusan pajak daerah; 

d. dilampiri Kartu NPWPD, nomor registrasi, dan NOPD yang diajukan 
penghapusan; 

e. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut: 



• 

f. 

- 1 5 ­  

1 .  surat keterangan kematian atau dokumen sejenis dari instansi yang 
bcrwenang, untuk Wajib Pajak yang meninggal dunia; 

2. dokumen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak telah meninggalkan 
Indonesia untuk selama-lamanya, untuk Wajib Pajak yang 
meninggalkan Indonesia selama-lamanya; 

3. surat pernyataan mengenai kepemilikan NPWPD ganda dan fotokopi 
semua kartu NPWPD yang dimiliki, untuk Wajib Pajak yang memiliki 
lebih dari satu NPWPD untuk objek pajak yang sama; atau 

4. dokumen yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak Badan telah 
dibubarkan, seperti akta pembubaran badan yang telah disahkan oleh 
instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

surat permobonan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau ahli warisnya, 
atau penanggung pajak. 

Pasal 1 1  

• 

( 1 )  Surat Keputusan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor 
registrasi, dan NOPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), 
diterbitkan dalam hal: 

a. berdasarkan basil pemeriksaan terdapat rekomendasi penonaktifan 
atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, dan NOPD; 

b. tidak memiliki tunggakan pajak; 

c. memiliki tunggakan pajak tetapi: 

1 .  penagihannya sudah kedaluwarsa; 

2. Wajib Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan warisan 
dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat 
ditemukan; atau 

3. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan; 

d. tidak terdapat proses hukum atau proses administratif sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b. 

(2) Surat Keputusan Penolakan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, 

nomor registrasi, dan NOPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), 

diterbitkan dalam hal: 

a. berdasarkan basil pemeriksaan terdapat rekomendasi untuk tidak 
melakukan penonaktifan atau pengbapusan NPWPD, nomor registrasi, 

dan NOPD; atau 
b. berdasarkan basil pemeriksaan terdapat rekomendasi penonaktifan 

atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, namun: 
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1.  terdapat tunggakan pajak; dan/atau 

2. terdapat proses hukum atau proses administratif sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) hurufb. 

Pasal 12 

Apabila setelah diterbitkan Surat Keputusan Penolakan penonaktifan atau 

penghapusan NPWPD, nomor registrasi, dan NOPD sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 1  ayat (2), diketahui: 

a. Wajib Pajak melunasi tunggakan pajak; dan 

b. proses hukum atau proses administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

1 1  ayat (2) huruf b telah selesai ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. 
maka Wajib pajak dapat mengajukan kembali permohonan penghapusan 
NPWPD dan permohonan tersebut dianggap sebagai permohonan baru. 

Bagian Kedua 
Penetapan Besaran Pajak Terutang 

Pasal 13 

(1) Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pajak 
daerah menetapkan pajak terutang untuk jenis pajak sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1 ) ,  dengan menggunakan SPPT dan SKPD. 
(2) SPPT diterbitkan untuk menetapkan PBB-P2 terutang berdasarkan SPOP 

dan/atau LSPOP. 
(3) SKPD diterbitkan untuk menetapkan PBB-P2 terutang apabila: 

• a. SPOP dan/atau LSPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak setelah di 

berikan surat teguran secara tertulis; dan 
b. basil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 yang 

terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan 

SPOP dan/atau LSPOP. 
(4) SKPD diterbitkan untuk menetapkan Pajak Reklame dan PAT terutang. 

(5) SPPT dan SKPD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2), ayat (3), dan ayat (4), diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala 

Perangkat Daerah yang membidangi urusan pajak daerah. 
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Pasal 14 

(1 )  SKPD untuk Pajak Reklame diterbitkan berdasarkan hasil perhitungan 

terhadap Nilai Sewa Reklame yang diperoleh dari: 

a. nilai kontrak reklame dengan pihak ketiga; atau 

b. penghitungan sendiri nilai sewa reklame dengan memperhatikan 

faktor jenis dan bahan yang digunakan, lokasi penempatan, jangka 

waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame. 

(2) SKPD untuk PAT diterbitkan berdasarkan hasil perhitungan terhadap nilai 

perolehan air tanah yang dihitung dengan mempertimbangkan faktor jenis 

sumber air, lokasi sumber air, tujuan pengambilan/pemanfaatan air, 

volume air yang diambil/ dimanfaatkan, kualitas air dan tingkat kerusakan 

lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air. 

Bagian Ketiga 

Pembayaran dan Penyetoran 

Pasal 15 

( 1 )  Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran pajak dengan 

menggunakan SSPD yang sudah diisi dengan lengkap ke Bank atau tempat 

lain yang ditunjuk oleh Bupati. 

(2) Pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  

menyesuaikan dengan nominal yang tertera pada SSPD. 

(3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  

dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik. 

(4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, 

pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran 

tunai ke Bank atau tempat lain yang ditunjuk. 

(5) Bank atau tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  

dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Pasal 16 

(1 )  Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak 

terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati 

paling lama: 

a. 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD untuk Pajak Reklame dan 

PAT;dan 

b. 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT untuk PBB-P2. 
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( 2 )  Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak 

terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan 

sendiri oleh Wajib Pajak yaitu PBJT, Pajak MBLB dan Pajak Sarang Burung 

Walet paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak. 

(3) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  dan ayat (2), dikenakan sanksi 

administratif berupa bunga sebesar 1 % (satu persen) per bulan dari Pajak 

terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal 
jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk 
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari 
bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan 

STPD. 
(4) Pembayaran atau penyetoran BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah 

dan/atau Bangunan darijual beli berdasarkan nilai perolehan objek Pajak. 
(5) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual 

beli sebelum ditandatanganinya aktajual beli mengakibatkan: 
a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak 

mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; 

atau 

b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembavaran 

kekurangan dimaksud. 
(6) Pembayaran atau penyetoran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

dan ayat (5) huruf b paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan 

aktajual beli. 
(7) Pembayaran PBB-P2 yang dilakukan melalui jaringan elektronik Bank 

dianggap sah apabila Wajib Pajak telah menerima bukti pembayaran dan 
telah mendapat validasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan 
pajak daerah. 

Pasal 17 

(1 )  Terhadap pembayaran atau penyetoran BPHTB dilakukan penelitian SSPD 

BPHTB. 
(2) Penelitian SSPD BPHTB meliputi: 

a. kesesuaian NOPD yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan 
NOPD yang tercantum: 
1. dalam SPPT atau bukti pembayaran PBB-P2 lainnya; dan 

2. pada basis data PBB-P2. 
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b. kesesuaian NJOP Bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam 
SSPD BPHTB dcngan NJOP Bumi per meter persegi pada basis data 
PBB-P2; 

c. kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi yang dicantumkan 
dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bangunan per meter persegi pada 
basis data PBB- P2; 

d. kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi nilai perolehan objek 
pajak, NJOP, NJOP tidak kena pajak, tarif, pengenaan atas objek pajak 
tertentu, dan BPHTB terutang atau yang harus dibayar; 

e. kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besamya 
pengurangan yang dihitung sendiri; dan 

f. kesesuaian kriteria objek pajak tertentu yang dikecualikan dari 
pengenaan BPHTB, termasuk kriteria pengecualian objek BPHTB bagi 
masyarakat berpenghasilan rendah. 

(3) Objek pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi 
perolehan hak karena waris dan hibah wasiat. 

(4) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  huruf f yaitu untuk kepemilikan 
rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati. 

(5) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselaraskan dengan 

kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi 
masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang 
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan 
perumahan rakyat. 

(6) Proses Penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  
dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap 
SSPD BPHTB untuk Penelitian di tempat. 

(7) Proses Penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap 
SSPD BPHTB untuk Penelitian lapangan. 

(8) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1 )  jumlah pajak yang disetorkan lebih kecil dari 
jumlah pajak terutang, Wajib Pajak wajib membayar selisih kekurangan 

terse but. 
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Pasal 18 

(1 )  Bank atau tempat lain yang ditunjuk memberikan validasi dan diparaf oleh 
petugas pada lembar SSPD sebagai bukti telah menerima pembayaran 
pajak. 

(2) Setelah melakukan validasi dan diparaf oleh petugas, Bank atau tempat 
lain yang ditunjuk menyerahkan SSPD kepada Wajib Pajak. 

(3) Wajib Pajak menyimpan SSPD lembar kesatu dan kedua serta 
menyerahkan lembar ketiga dan keempat kepada Perangkat Daerah yang 
membidangi urusan pajak daerah. 

(4) Bank atau tempat lain yang ditunjuk wajib melakukan rekapitulasi 
penerimaan harian pajak daerah dan rekonsiliasi internal atas penerimaan 
pajak daerah. 

Pasal 19 

Perangkat Daerah yang membidangi urusan pajak daerah melakukan 
monitoring terhadap data pembayaran dan pelaksanaan pemungutan pajak 
daerah melalui sistem informasi administratif perpajakan daerah. 

Pasal 20 

(1)  Perangkat Daerah yang membidangi urusan pajak daerah melakukan 
rekonsiliasi dalam rangka penerimaan pajak daerah yang terdiri dari: 
a. rekonsiliasi data transaksi; dan 

b. rekonsiliasi penerimaan pajak daerah. 

(2) Rekonsiliasi data transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf a 

merupakan kegiatan pencocokan data transaksi dan data wajib pajak yang 
tertera dalam SSPD dengan data pada sistem informasi administratif 
perpajakan daerah. 

(3) Rekonsiliasi data transaksi dilakukan setiap hari pada akhir hari kerja 

layanan bersangkutan antara Perangkat Daerah yang membidangi urusan 
pajak daerah dengan Bank atau tempat lain yang ditunjuk. 

(4) Apabila terdapat perbedaan data transaksi dan data wajib pajak, Perangkat 

Daerah yang membidangi urusan pajak daerah bersama Bank atau tempat 
lain yang ditunjuk menyelesaikan perbedaan tersebut dan dituangkan 
dalam berita acara. 

(5) Rekonsiliasi penerimaan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1 )  huruf b merupakan kegiatan pencocokan penerimaan pendapatan 

daerah antara nota kredit dan/atau rekening koran dan/atau lampiran 
rincian transaksi dengan dokumen pembayaran SSPD. 
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(6) Rekonsiliasi penerimaan pajak daerah dilakukan secara bulanan paling 

lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya. 

Pasal 21  

Dalam hal terjadi gangguan sistem antara Bank atau tempat lain yang ditunjuk, 

Bank atau ternpat lain yang ditunjuk rnelakukan pelayanan penerimaan 

pernbayaran pajak daerah secara off-line dengan rnernberikan nornor transaksi 

bank, dan didaftarkan untuk mendapatkan nomor transaksi penerirnaan daerah 

setelah sistem kembali normal. 

Bagian Keempat 

Pelaporan 

Paragraf 1 

Kewajiban Pembukuan dan Pencatatan 

Pasal 22 

Wajib Pajak wajib rnelakukan pembukuan atau pencatatan secara 

elektronik dan/atau non-elektronik yang rnelakukan usaha dengan 

peredaran usaha paling sedikit Rp. 4.800.000.000,00 (em pat miliar delapan 

ratus juta rupiah) per tahun, wajib rnenyelenggarakan pernbukuan sesuai 
dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia atau prinsip pembukuan 

yang berlaku secara urnum. 
(2) Wajib Pajak wajib melakukan pernbukuan atau pencatatan secara 

elektronik dan/atau non-elektronik yang melakukan usaha dengan 

peredaran usaha kurang dari Rp. 4.800.000.000,00 (ernpat rniliar delapan 

• ratus juta rupiah) per tahun, dapat dibebaskan dari kewajiban pembukuan, 
akan tetapi tetap diwajibkan rnenyelenggarakan pencatatan nilai peredaran 

usaha yang menjadi dasar penghitungan pajak. 

(3) Kewajiban pernbukuan sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 1) dan kewajiban 

pencatatan sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) tidak berlaku untuk wajib 

pajak PBJT jasa kesenian dan hiburan yang bersifat insidentil. 
(4) Pernbukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan 

memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan 
usaha yang sebenarnya. 

( 1 j 
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Pasal 23 

• 

(1 )  Pembukuan atau pencatatan harus mencerminkan kegiatan usaha yang 

sebenarnya dengan menggunakan satuan mata uang rupiah. 

(2) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dibuat secara 

teratur setiap hari berdasarkan tanggal, jenis transaksi dan nilai transaksi 

sesuai dengan penggunaan bon penjualan atau struk/mesin register. 

(3) Dalam hal Wajib Pajak memberikan diskon atau potongan harga atau nama 

lain yang sejenisnya dari hargajual yang berlaku, pemberian tersebut wajib 

dicatat dalam pembukuan atau pencatatan atas setiap transaksi 

pembayaran. 

(4) Pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  dan 

dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, seperti bon 

penjualan atau struk/mesin register merupakan dasar penghitungan pajak 

terutang wajib disimpan selama 5 (lima) tahun. 

Pasal 24 

( 1 )  Dalam hal Wajib Pajak tidak mampu menyelenggarakan pencatatan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), Wajib Pajak dapat 

kewajiban dari dibebaskan mengajukan permohonan untuk 

menyelenggarakan pencatatan. 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  harus memenuhi 

persyaratan sebagai berikut: 

a. satu surat permohonan untuk 1 (satu) Wajib Pajak; 

b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia; 

• c. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang 

membidangi urusan pajak daerah; 

d. dilampiri fotokopi Kartu NPWPD; dan 

e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal 

surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus 

dilampiri dengan surat kuasa. 

Pasal 25 

(1 ) Dalam memberikan keputusan atas permohonan pembebasan dari 

kewajiban pencatatan yang disampaikan oleh Wajib Pajak, Kepala 

Perangkat Daerah yang membidangi urusan pajak daerah 

mempertimbangkan: 

a. bentuk usaha yang dijalankan; 

b. kemampuan manajerial dari usaha yang dijalankan; dan 
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c. peredaran usaha. 
(2) Keputusan scbagaimana dimaksud pada ayat (1 )  dapat berupa pencrbitan 

Surat Keputusan Pembebasan dari Kewajiban Pencatatan atau penerbitan 
Surat Penolakan Pembebasan dari Kewajiban Pencatatan. 

(3) Penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 
dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal 
permohonan diterima secara lengkap. 

(4) Dalam ha! jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah 
terlampaui clan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pajak daerah 
tidak menerbitkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan Perangkat Daerah yang 
membidangi urusan pajak daerah menerbitkan Surat Keputusan 
Pembebasan dari Kewajiban Pencatatan dalam jangka waktu paling Jama 1 

• (satu) bulan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
berakhir. 

Paragraf 2 
Kewajiban Penggunaan Bon Penjualan 

Pasal 26 

(1) Wajib Pajak PBJT atasjasa perhotelan, makanan dan/atau minuman, dan 
jasa kesenian dan hiburan wajib menggunakan bon penjualan/bukti 
transaksi lainnya dan jasa parkir wajib menggunakan tiket/karcis untuk 
setiap transaksi pelayanan yang menjadi objek pajak daerah. 

(2) Bon penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) ,  harus 
• menggambarkan terjadinya transaksi pembayaran atas pelayanan yang 

menjadi dasar pajak terutang. 
(3) Untuk Wajib Pajak PBJT atas jasa kesenian dan hiburan yang bersifat 

insidentil, kewajiban penggunaan bon penjualan diganti dengan kewajiban 
penggunaan tiket/karcis dan sejenisnya yang telah dilegalisasi/perforasi 
oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pajak daerah. 

(4) Kewajiban penggunaan bon penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1 )  tidak berlaku untuk Wajib Pajak yang telah mendapat persetujuan 
pembebasan dari kewajiban pencatatan. 

Pasal 27 

(1)  Bon penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) paling 
sedikit terdiri dari 3 (tiga) rangkap: 
a. lembar kesatu, untuk Wajib Pajak; 
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b. lembar kedua, untuk Subjek Pajak; dan 
c. lcmbar kctiga, untuk Perangkat Daerah yang membidangi urusan 

pajak daerah. 
(2) Bon penjualan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1 )  paling kurang 

memuat: 
a. nama dan alamat Wajib Pajak; 
b. tanda atau logo Wajib Pajak; 
c. seri menurut alphabet (huruf), yang dibuat secara berurutan dan 

dimulai dari huruf awal "A";  dan 
d. nomor bon penjualan yang dibuat secara berurutan dimulai dari 

nomor urut terkecil sampai yang terbesar. 
(3) Legalisasi/perforasi tiket/karcis dan sejenisnya penyelenggaraan jasa 

kesenian dan hiburan yang bersifat insidentil sebagaimana dirnaksud 
• dalam Pasal 26 ayat (3) dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis 

kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pajak daerah 
dengan melengkapi persyaratan paling kurang sebagai berikut: 
a. fotokopi Kartu NPWPD; 
b. daftar tiket/karcis yang akan dilegalisasi/perforasi; 
c. membawa tiket/karcis yang akan dilegalisasi/perforasi; dan 
d. surat pernyataan bersedia kekurangan pembayaran pajak. 

Pasal 28 

(1 )  Untuk mengantisipasi perkembangan teknologi informasi dalam rangka 
mempercepat pelayanan pembayaran, Wajib Pajak dapat mengajukan 

• permohonan untuk dibebaskan dari kewajiban melakukan 
legalisasi/perforasi tiket/karcis sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 26 
ayat (3). 

(2) Permohonan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1 )  harus memenuhi 
persyaratan sebagai berikut: 
a. surat permohonan Wajib Pajak; 
b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia; 
c. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang 

membidangi urusan pajak daerah; 
d. dilampiri fotokopi Kartu NPWPD; 
e. permohonan diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum usaha 

beroperasi atau sebelum penggunaan peralatan komputer atau mesin 
kas register; 

f. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut: 
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1 .  Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa: 

a) Wajib Pajak tetap menyelenggarakan pcmbukuan atau 

pencatatan; dan 

b) Wajib Pajak bersedia untuk wajib menyimpan data transaksi 

paling singkat 5 (lima) tahun; 

2. Spesifikasi dan sistem atau mesin transaksi pembayaran meliputi 

jenis, tipe, dan tahun pembuatan. 

g. mekanisme kerja Sistem Pengendali Internal; dan 
h. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal 

surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus 

dilampiri dengan surat kuasa. 

(3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala 

Perangkat Daerah yang membidangi urusan pajak daerah menerbitkan 

Surat Keputusan Pembebasan dari Kewajiban Legalisasi/Perforasi 

• tiket/karcis atau penerbitan surat penolakan pembebasan dari kewajiban 

legalisasi/perforasi tiket/karcis. 

(4) Penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan 

dalamjangka waktu paling lama 1 (satu) bulan yang dihitung sejak tanggal 
permohonan diterima secara lengkap. 

(5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah 
terlampaui dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pajak daerah 
tidak menerbitkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan Perangkat Daerah yang 
membidangi urusan pajak daerah menerbitkan Surat Keputusan 

Pembebasan dari Kewajiban Legalisasi/Perforasi dalam jangka waktu 

paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) berakhir. • 

(6) Setiap Wajib Pajak diwajibkan membuat rekapitulasi transaksi pembayaran 

dari sistem komputerisasi atau mesin kas register secara urut dan teratur 
sebagai lampiran pada penyampaian SPTPD. 

Pasal 29 

(1)  Wajib Pajak PBJT atas jasa perhotelan, makanan dan/atau minuman, jasa 

kesenian dan hiburan, dan jasa parkir wajib menggunakan sistem 

komputer atau mesin transaksi pembayaran. 

(2) Wajib Pajak wajib melaporkan adanya kerusakan sistem komputer atau 

mesin transaksi pembayaran apabila terjadi kerusakan atas sistem 

komputer atau mesin transaksi pembayaran kepada Perangkat Daerah 
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yang membidangi urusan pajak daerah dalam jangka waktu 1 x 24 (satu 
kali dua puluh empat) jam terhitung pada saat terjadinya kerusakan. 

(3) Selama terjadinya kerusakan sistem komputer atau mesin transaksi 
pembayaran, Wajib Pajak wajib melaporkan bukti transaksi penjualan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) .  

Paragraf 3 
Penyampaian SPTPD 

Pasal 30 

( 1 )  Setiap Wajib Pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan 
perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
2 ayat (2), wajib mengisi SPTPD. 

(2) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD. 
• (3) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap telah 

disampaikan setelah dilakukannya pembayaran. 

Pasal 31  

Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), dilakukan 
paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhir masa pajak. 

Pasal 32 

• 

( 1) Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu penyampaian, Wajib 
Pajak dikcnai sanksi administratif berupa denda. 

(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  ditetapkan dengan STPD 
dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD. 

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rp.100 .000 

(seratus ribu rupiah). 
(4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  tidak dikenakan jika wajib 

pajak mengalami keadaan kahar. 
(5) Kriteria keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi: 

a. bencana alam; 

b. kebakaran; 

c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau 

d. wabah penyakit. 
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Pasal 33 

(1)  Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah 
disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum 
dilakukan Pemeriksaan. 

(2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  
menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling 
lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan. 

(3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  
menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD 
sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi 
administratif berupa bunga. 

(4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 

• 1 % (satu persen) per bulan darijumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung 
dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran 
untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian 
dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. 

(5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan 
sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar. 

Pasal 34 

(1 )  Untuk keperluan penyampaian SPTPD atau SSPD BPHTB, Wajib Pajak 
dapat meminta keterangan secara tertulis kepada Perangkat Daerah yang 
membidangi urusan pajak daerah atau berkonsultasi melalui petugas pada 

• tern pat pelayanan Pajak mengenai dasar pengenaan dan/ a tau 
penghitungan pajak yang terutang. 

(2) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  harus diberikan dalam 
jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permintaan Wajib Pajak 
diterima dengan mempertimbangkan batas waktu penyampaian SPTPD 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 1 .  

(3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda batas 
waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 1 .  

Pasal 35 

(1 )  SPTPD paling sedikit memuat: 
a. jenis pajak daerah; 
b. nama wajib pajak dan NPWPD; 
c. masa pajak yang bersangkutan; 
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d. jumlah dasar pengenaan pajak; 

e. jumlah pajak yang terutang; dan 

f. tanda tangan wajib pajak atau kuasa wajib pajak. 

(2) SPTPD PBJT atas Jasa Perhotelan selain berisi data sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ,  juga memuat data mengenai: 
a. golongan/kelas hotel; 

b. tipe dan jumlah kamar yang dimiliki; 
c. tarif kamar; dan 

d. tingkat hunian bulanan. 

(3) SPTPD PBJT atas Makanan dan/atau rrunuman selain berisi data 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) ,  juga memuat data mengenai: 
a. jumlah meja makan dan kursi; 

b. hari dan jam operasi; 

c. ketersediaan layanan pesan antar; dan 

d. rata-rata jumlah pengunjung harian. 

(4) SPTPD PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan selain berisi data 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) ,  juga memuat data mengenai: 

a. jenis/golongan hiburan yang diselenggarakan; 

b. menggunakan kas register; 

c. mengadakan pembukuan/pencetakan; dan 

d. mengadakan bon (bill). 

(5) SPTPD PBJT atas Tenaga Listrik selain berisi data sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1 ) ,  juga memuat: 

a. jumlah keseluruhan pelanggan dan masing-masing golongan tarif. 

b. datajumlah pelanggan dan KWH pemakaian. 

(6) SPTPD PBJT atas Tenaga Listrik Non PLN selain berisi data sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1 ) ,  juga memuat data mengenai: 

a. jenis dan kapasitas terpasang mesin pembangkit listrik; 

b. tingkat penggunaan mesin pembangkit listrik; 

c. jumlah jam penggunaan mesin pembangkit; dan 

d. faktor daya (cos @). 

(7) SPTPD PBJT atas Jasa Parkir selain berisi data sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1 ) ,  juga memuat data mengenai: 

a. tarif dan kapasitas parkir; 

b. hari dan jam operasi; dan 

c. jumlah parkir harian. 
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(8) Dasar Pengenaan PBJT adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya 

dibayar tcrmasuk apabila ada potongan harga/diskon dan/atau dibcrikan 

secara gratis kepada Wajib Pajak, maka pengenaan PBJT adalah jumlah 

pembayaran tanpa memperhitungkan potongan harga/diskon dan/atau 
diberikan secara gratis. 

(9) Dasar pengenaan PBJT atas Jasa Parkir adalah jumlah pembayaran atau 

yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir. 

(10) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (9) 

termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan 

kepada penerimajasa parkir. 

( 1 1 )  SPTPD Pajak MBLB selain berisi data sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ,  

juga memuat data mengenai: 

a. tarif MBLB dan harga satuan; 

b. jenis MBLB dan volume MBLB; dan 
c. penggunaan MBLB. 

( 1 1 )  SPTPD Pajak Sarang Burung Walet selain berisi data sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1 ) ,  juga memuat data mengenai: 

a. kapasitas gedung sarang burung walet; 

b. tanggal beroperasi; dan 

c. waktu pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. 

Pasal 36 

Wajib Pajak harus mengambil sendiri SPTPD atau SSPD BPHTB di Perangkat 

Daerah yang membidangi urusan pajak daerah atau tempat lain yang ditunjuk, 

atau mengunduh/melaporkan secara elektronik melalui sistem informasi 

administratif perpajakan daerah . 

Pasal 37 

( 1 )  Penyampaian SPTPD oleh Wajib Pajak ke Perangkat Daerah yang 

membidangi urusan pajak dacrah dapat dilakukan: 

a. secara langsung; 

b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; 

c. perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman 

surat; dan/atau 

d. melalui elektronifikasi. 
(2) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  dilampiri: 

a. data atau dokumen yang menjadi dasar penghitungan pajak terutang; 

dan 
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b. SSPD lembar kedua yang telah divalidasi. 

(3) Atas penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  huruf a 

diberikan bukti penerimaan. 

(4) Bukti pengiriman surat untuk penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1 )  huruf b dan huruf c dianggap sebagai bukti penerimaan 

sepanjang SPTPD tersebut lengkap. 

(5) Tanggal pengiriman surat yang tercantum dalam bukti pengiriman surat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggap sebagai tanggal penerimaan 

sepanjang SPTPD tersebut lengkap. 

• 

Pasal 38 

(1 )  SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila SPTPD tidak sepenuhnya 

dilampiri kcterangan dan/atau dokumen scbagaimana dimaksud dalam 
Pasal 37 ayat (2). 

(2) Dalam hal SPTPD dianggap tidak disampaikan sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1 ) ,  kepada Wajib Pajak diberitahukan secara tertulis disertai 
alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja 

terhitung sejak SPTPD tersebut diterima. 

Paragraf 4 
Penelitian SPTPD 

Pasal 39 

(l )  Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pajak daerah 
melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak. 

• (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  meliputi: 
a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan 

tanggal pelunasan dalam SSPD; 
b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan 

c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya. 
(3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang 
dibayar, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pajak daerah 

atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan STPD. 

(4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencantumkan jumlah 

kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif 

berupa bunga sebesar 1 % (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang 
kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya 
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masa Pajak untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan 
scrta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. 

(5) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari 
Wajib Pajak, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pajak 
daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan. 

Bagian Kelima 
Masa Pajak dan Tahun Pajak 

Pasal 40 

(1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah 
memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 
(satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau 

• bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan mengenai perpajakan Daerah. 

(2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  merupakan jangka waktu 
yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan 
melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut 
berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi 
Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untukjenis Pajak yang dipungut 
berdasarkan penetapan Bupati. 

(3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, 
menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), ditetapkan untukjangka waktu 1 (satu) bulan kalender. 

• (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  merupakan jangka 
waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak 
menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. 

(5) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan untuk 

PBB-P2 dan Pajak Reklame. 
(6) Ketentuan Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku 

untuk: 

a. Pajak Reklame yang bersifat insidentil; 

b. BPHTB; dan 
c. PBJT yang bersifat insidentil. 
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Bagian Keenam 
Pemeriksaan Pajak 

• 

Pasal 41 
(1 )  Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan 

untuk menguji kepatuhan pemenuhan kcwajiban Pajak dan tujuan lain 
dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perunctang-unctangan 
mengenai perpajakan. 

(2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal: 
a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan 

pembayaran Pajak; 
terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan 
bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau 
Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan 
analisis risiko. 

(3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  

dilakukan paling sedikit untuk: 

C. 

b. 

a. pemberian NPWPD secarajabatan; 
b. penghapusan NPWPD; 
c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak; 
d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau 
e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak. 

(4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
i • meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan 

dengan tujuan Pemeriksaan. 

Pasal 42 

(1 )  Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 1 ,  

kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa meliputi: 

a. memperlihatkan dan/ a tau meminjamkan buku a tau catatan, 

dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang 
berhubungan dengan objek Pajak dan objek Retribusi yang terutang; 

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang 
dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran 
Pemeriksaan; dan/atau 

c. memberikan keterangan yang diperlukan. 
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(2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 

, hak Wajib Pajak yang diperiksa paling sedikit: 
meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada 
pemeriksa; 
meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang 
alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan 

c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan 
atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan. 

(3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), besamya Pajak ditetapkan secarajabatan. 

a. 

b. 

• 

Bagian Ketujuh 
Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak Daerah 

Paragraf 1 
Surat Ketetapan Pajak 

Pasal 43 

( 1 )  Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, 
Bupati atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pajak 
daerah dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN 
untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh 
Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1 ) .  

(2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  diterbitkan dalam hal 
terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan: 

a. hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 1 ;  a  tau 
• b. penghitungan secara jabatan karena: 

1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu 
tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan telah ditegur 
secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya 
sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau 

2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 22 ayat (1 )  dan ayat (2) atau Pasal 42 ayat(l). 

(3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  diterbitkan dalam hal 
ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan 
menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan 
Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT. 
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(4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  diterbitkan dalam hal jumlah 

P- iak aJ€ yang tcrutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau 
Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak. 

Pasal 44 
Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 41  terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Bupati atau Kepala 
Perangkat Daerah yang membidangi urusan pajak daerah menerbitkan 
SKPDLB. 

Pasal 45 

(I) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif 
berupa bunga sebesar 1,8 % (satu koma delapan persen) per bulan ctari 

Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat 
terutangnya Pajak atau berakhimya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, 
atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB. untuk jangka 
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan 
dihitung penuh I (satu) bulan. 

(2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa 
bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang 

kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak 
atau berakhimya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak 
sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untukjangka waktu paling lama 
24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 

(satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi 
administratif berupa: 

a. kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang 

kurang dibayar untukjenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

2ayat (2) huruf b; atau 
b. kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang 

kurang dibayar untuk jenis Pajak selain yang dimaksud pada huruf a. 

(3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa 
kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak 

yang terutang dalam SKPDKBT. 
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(4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  dan ayat (2), dan SKPDKBT 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu 
paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. 

Paragraf 2 
Surat Tagihan Pajak 

Pasal 46 

( 1 )  Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, 
Bupati atau Kepala Perangkat Daerah yang mernbidangi urusan pajak 
daerah dapat rnenerbitkan STPD. 

(2) Bupati atau Kepala Perangkat Daerah yang rnernbidangi urusan pajak 
daerah dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut 
berdasarkan penetapan Bupati sebagairnana dimaksud dalam Pasal 2ayat 
(  1) dalam hal: 
a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar 

setelah jatuh tempo pembayaran; 
b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan 

Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo 
pembayaran; atau 

c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/ atau 
denda. 

(3) Bupati atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pajak 
daerah dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut 
berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana 

• dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dalam hal: 
a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar; 
b. hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 

terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah 
hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak; 

c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan 
Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar 
setelah jatuh tempo pembayaran; atau 

d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau 

denda. 
(4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 

dan ayat (3) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar 
ditambah dengan pemberian sanksi administratifberupa bunga sebesar 1 % 

• 



• 

• 
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(satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung 
dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, 
untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat 
terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. 

(5) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 
dan ayat (3) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0.6 
% (no! koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang 
dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan 
tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) 
bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 
1 (satu) bulan. 

Pasal 47 

(1 )  Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pajak daerah dapat 
menerbitkan STPD untuk Masa Pajak sebelum Wajib Pajak diberikan atau 
diterbitkan NPWPD, apabila diperoleh data dan/atau informasi yang 
menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi oleh 
Wajib Pajak. 

(2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pajak daerah dapat 
menerbitkan STPD untuk Masa Pajak sebelum dan/atau setelah 
penghapusan NPWPD, apabila setelah penghapusan NPWPD diperoleh data 
dan/ atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang 
belum dipenuhi oleh Wajib Pajak. 

Bagian Kedelapan 
Penagihan Pajak 

Paragraf 1 
Penagihan Pajak dengan Surat Teguran 

Pasal 48 

(1 )  Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, 

SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan 

Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak. 

(2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang 
belumjatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan. 

(3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  
tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat 
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dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan mengenai perpajakan. 

• 

Pasal 49 

(1 )  Penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1 ) ,  dilakukan 

dengan terlcbih dahulu memberikan surat teguran atau surat peringatan 

atau surat lain yang sejenis dari Kepala Perangkat Daerah yang 

membidangi urusan pajak daerah. 

(2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ,  paling kurang memuat: 

a. nama Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak; 
b. besarnya utang pajak; 
c. perintah untuk membayar; dan 
d. jangka waktu pelunasan utang pajak. 

(3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disampaikan kepada Wajib Pajak atau 
Penanggung Pajak paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah berakhirnya 

tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SKPD, SKPDKB, 
SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan 

Keberatan, dan Putusan Banding/Peninjauan Kembali. 
(4) Surat Teguran disampaikan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak 

secara langsung atau disampaikan dengan bukti pengiriman surat. 

Pasal 50 

(1 )  Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pajak daerah 

• menerbitkan Surat Teguran Kedua apabila Wajib Pajak atau Penanggung 
Pajak belum memenuhi kewajiban pajak yang terutang sampai dengan 

paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Surat Teguran 

Pertama. 
(2) Surat Teguran Kedua harus disampaikan kepada Wajib Pajak atau 

Penanggung Pajak secara langsung atau disampaikan dengan bukti 
pengiriman surat. 

Pasal 51 

(1 )  Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pajak daerah 
menerbitkan Surat Teguran Ketiga apabila Wajib Pajak atau Penanggung 
Pajak belum memenuhi kewajiban pajak yang terutang sampai dengan 

paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Surat Teguran Kedua. 



• 
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(2) Surat Teguran Ketiga harus disampaikan kepada Wajib Pajak atau 

Penanggung Pajak secara langsung dengan disertai pemasangan stiker 
peringatan, spanduk peringatan, papan peringatan, atau sejenisnya. 

(3) Bupati membentuk tim untuk melakukan yustisi pajak untuk melakukan 

penagihan pajak dalam ha! Wajib Pajak atau Penanggung Pajak belum 
memenuhi kewajiban pajak yang terutang setelah diberikan Surat Teguran 
Ketiga. 

(4) Tim untuk melakukan yustisi pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
ditetapkan oleh Bupati. 

Pasal 52 

Dalam rangka pelaksanaan penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 51 ayat (1),  Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pajak 
daerah dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum sebelum 

diterbitkannya Surat Paksa. 

(2) Pelaksanaan penagihan melalui bantuan aparat penegak hukum 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ,  dilakukan dengan Surat Kuasa 
Khusus dari Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pajak 
daerah. 

(3) Tata cara pelaksanaan penagihan dengan bantuan penegak hukum 

didasarkan pada Perjanjian Kerja Sama Penagihan Pajak Daerah antara 
Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pajak daerah atas 

nama Bupati dengan Pihak Aparat Penegak Hukum. 

Pasal 53 

Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 48 ayat (1 )  Bupati berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan 

Penagihan. 
(2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  berwenang: 

a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan 

b. menerbitkan: 

1 .  surat teguran; 

2. surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus; 

3 . surat paksa; 

4. surat perintah melaksanakan penyitaan; 

5. surat perintah penyanderaan; 

6. surat pencabutan sita; 

7. pengumuman lelang; 

( 1) 

(1 )  
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8. surat penentuan harga limit; 
9. pembatalan lelang; dan 

10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak. 

(3) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 54 

perintah melaksanakan penyitaan. 

Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi 
setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan 

penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pejabat sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) berwenang melaksanakan penjualan 
secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita. 

(9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 

(8) 

(1)  Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) 
diawali dengan penerbitan Surat Teguran. 

(2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  mencantumkan batas 
waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak. 

(3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui 
dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak 
diterbitkan Surat Paksa. 

• (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur 
atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau 
ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran. 

(5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan 
Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran. 

(6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau 
disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak. 

(7) Dalam ha! Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah 

melewati jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh em pat) jam sejak Surat 

Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat 

• 

(empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang. 
(10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan 

paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung 

sejak dilakukan penyitaan. 
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( 1 1 )  Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya 

Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum 

dibayar. 

Pasal 55 

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan 

surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila: 

a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya 

atau berniat untuk itu; 

b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang 

dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya 

atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia; 

c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan 

usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau 
• memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau 

melakukan perubahan bentuk lainnya; 
d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau 
e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau 

terdapat tanda-tanda kepailitan. 

Pasal 56 

(1)  Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung 
Pajak yang tidak menunjukkan iktikad baik melunasi Utang Pajak dan 
memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakuken 

pencegahan dan/atau penyanderaan. 
• (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak 

mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan 
Penagihan Pajak. 

(3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  
dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 

undangan. 
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Bagian Kesembilan 
Kadaluwarsa dan Penghapusan 

Paragraf 1 
Kedaluwarsa Penagihan Pajak 

Pasal 57 

(1 )  Hak untuk melakukan penagihan pajak kedaluwarsa setelah melampui 
jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali 
apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah. 

(2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut 
berdasarkan penetapan Bupati berbeda dengan saat penetapan SKPD atau 
SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), 
jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  dihitung 
sejak saat penetapan SKPD atau SPPT. 

(3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  
tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2): 
a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau 
b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun 

tidak langsung. 
(4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak 
tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa. 

(5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 
• (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan 

masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah 
Daerah. 

(6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan 
angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh 
Wajib Pajak. 

(7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak 
tanggal pengakuan. 

• 



• 

• 
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Paragraf 2 

Penghapusan Piutang Pajak 

Pasal 58 

(1 )  Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas 

Penagihan Pajak. 

(2) Bupati atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pajak 

daerah memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2). 

(3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk 

melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. 

(4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

ditetapkan dalam keputusan Bupati. 

(5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan 

mempertimbangkan: 

a. pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) 

sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 57 ayat ( 1 ) ;  clan 

b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah. 

(6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibuktikan dengan 

dokumen pelaksanaan Penagihan. 

Pasal 59 

(1)  Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat ditagih lagi karena hak untuk 

melakukan penagihan sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 57 dapat diajukan penghapusan setelah dilakukan penelitian 

administrasi. 

(2) Piutang Pajak Daerah yang dapat diajukan penghapusan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1 )  sesuai dengan yang tercantum dalam :  

a. STPD; 

b. SPPT; 

c. SKPD; 

d. SKPDKB; 

e. SKPDKBT; 

f. Surat Keputusan Pembetulan; 

g. Surat Keputusan Keberatan; 

h. Putusan Banding; atau 

i. Surat Keputusan Pengurangan. 
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Pasal60 

Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat ditagih sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 59 dapat diajukan penghapusan apabila : 
a. Wajib Pajak/Penanggung Pajak meninggal dunia dengan tidak 

meninggalkan harta warisan atau kekayaan; 
b. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit; 
c. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa; 
d. Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi; 
e. Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan lagi antara Jain 

karena: 

• f. 

1. Wajib Pajak/Penanggung Pajak pindah alamat dan sulit ditemukan 

lagi; atau 

2. Wajib Pajak/Penanggung Pajak meninggalkan Negara Indonesia untuk 

selama-lamanya. 

dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah 

dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan di bidang perpajakan. 

Pasal 61  

• 

( 1 )  Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak 

dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, wajib dilakukan 

penelitian oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati atau Kepala Perangkat 

Daerah yang membidangi urusan pajak daerah. 

(2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  dituangkan dalam 

laporan hasil penelitian. 

Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus 

menguraikan keadaan Wajib Pajak dan piutang pajak yang bersangkutan 

sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat 
ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan. 

Pasal 62 

( 1 )  Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pajak daerah 

menyampaikan daftar usulan penghapusan Piutang Pajak dari Tim Peneliti 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 kepada Bupati paling lambat 
minggu kedua bulan Desember. 

(3) 
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• 

(2) Daftar usulan penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ,  sebelum disampaikan kepada Bupati dilakukan verifikasi bcrsama 
instansi terkait dan hasilnya dilaporkan dalam berita acara penelitian. 

(3) Daftar usulan penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1),  paling sedikit memuat: 
a. nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak; 
b. alamat Wajib Pajak/penanggung pajak; 
c. jenis Pajak Daerah; 
d. tahun Pajak; 
e. jumlah Pokok Pajak yang akan dihapuskan; 
f. jumlah sanksi administrasi berupa bunga dan/atau kenaikan; dan 
g. alasan dihapuskan. 

Bagian Kesepuluh 
Keberatan, Banding dan Gugatan 

Paragraf 1 
Keberatan Pajak 

Pasal 63 

(1)  Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Kepala 
Perangkat Daerah yang membidangi urusan pajak daerah terhadap SPPT, 
SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau 
Pemungutan oleh pihak ketiga. 

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  diajukan secara tertulis 
• dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang 

atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan 
penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yangjelas. 

(3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) harus diajukan 
dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT, SKPD, 

SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal 
pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat 
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena 
keadaan kahar. 

(4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: 
a. bencana alam; 

b. kebakaran; 

c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/ atau 
d. wabah penyakit. 
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tertangguh sampai dengan 1 (satu} bulan sejak tanggal penerbitan Surat 

Keputusan Keberatan. 

Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan 

keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai 

Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat ( 1 ) .  

Pasal 64 

(9) 

(8) 

(5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak 

terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau 

pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah 

yang telah disetujui Wajib Pajak. 

(6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat 

keberatan. 

(7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau 

melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang 

diberikan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pajak daerah 

kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan. 

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan 

atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan 

• 

(1 )  Bupati atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pajak 

daerah harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib 

Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat ( 1 ) .  

(2) 

(3) 
• 

Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) ,  

Bupati atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pajak 

daerah dapat melakukan Pemeriksaan. 

Keputusan Bupati atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan 

pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  ditetapkan dalam 

jangka waktu paling lama 12 (dua belas} bulan sejak tanggal surat 

keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (7). 

(4) Keputusan Bupati atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan 

pajak daerah atas keberatan dapat berupa: 

a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil 

penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak; 

b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil 

penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib 

Pajak; 
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c. menolak dalam ha! Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama 
dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan / ketetapan yang 
diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau 

d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak 
terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang 
terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan 
oleh Wajib Pajak. 

(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati 
atau Kepala Perangkat Daerah yang mem bidangi urusan pajak daerah tidak 
memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap 
diterima. 

Pasal 65 

• (1 )  Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1 )  harus 
memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
a. satu surat keberatan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak, untuk 1 

(satu) pemotongan pajak, atau untuk 1 (satu) pemungutan pajak; 
b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia; 
c. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang 

membidangi urusan pajak daerah; 
d. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat 

ketetapan pajak atau tanggal pemotongan atau pemungutan pajak 
oleh pihak ketiga, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa 
waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar; 

• e. dikemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang 
dipotong atau dipungut menurut penghitungan Wajib Pajak disertai 
dengan alasan yangjelas; 

f. dilampiri asli surat ketetapan pajak atau bukti pemotongan atau 
pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Keberatan; 

g. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut: 
1. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas Kuasa Wajib 

Pajak dalam hal dikuasakan; 
2 . fotokopi SSPD untuk pembayaran sejumlah yang telah disetujui 

Wajib Pajak berdasarkan penghitungan pajak yang terutang 
menurut Wajib Pajak; 

3. fotokopi akta pendirian/perubahan dalam ha! Wajib Pajak berupa 
Badan; 
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4. susunan direksi/struktur organisasi dalam hal Wajib Pajak 

bcrupa Badan; dan 

5. fotokopi bukti pendukung lainnya. 
h. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal 

surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus 

dilampiri dengan Surat Kuasa. 
(2) Tanggal penerimaan Surat Keberatan yang telah dinyatakan lengkap 

menjadi dasar untuk memproses penyelesaian keberatan. 
(3) Dalam hal Surat Keberatan disampaikan melalui pos atau perusahaan jasa 

ekspedisi ataujasa kurir, tanggal pengiriman surat dalam bukti pengiriman 

• 

• 

surat dianggap sebagai 

dinyatakan lengkap. 

tanggal penerimaan sepanjang Surat Keberatan 

Pasal 66 

(1 )  Pengajuan Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1 )  dianggap bukan sebagai pengajuan 

Keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak 

atau Kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang 

mendasari dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja 

dihitung sejak tanggal penerimaan Surat Keberatan. 
(2) Dalam hal pengajuan Keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1 ) ,  Wajib Pajak masih dapat mengajukan Keberatan 

kembali sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 65 ayat (1) huruf d. 

Pasal 67 

Untuk keperluan pengajuan keberatan, Wajib Pajak dapat meminta 

keterangan secara tertulis mengenai dasar pengenaan dan/atau 

penghitungan pajak yang terutang kepada Perangkat Daerah yang 

membidangi urusan pajak daerah. 
(2) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  harus diberikan dalam 

jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat permintaan 

Wajib Pajak diterima. 

(3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menundajangka 

waktu pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat 

(1) hurufd. 

( 1) 
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Pasal 68 

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan 
pelaksanaan penagihan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

Pasal 69 

(1)  Terhadap permohonan keberatan yang memenuhi persyaratan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1 ) ,  Bupati atau Kepala 
Perangkat Daerah yang rnernbidangi urusan pajak daerah dapat 
rnenugaskan tirn untuk rnelakukan penelitian penyelesaian perrnohonan 
keberatan. 

(2) Tim untuk rnelakukan penelitian penyelesaian permohonan keberatan 
sebagairnana dirnaksud pada ayat (1)  ditetapkan oleh Bupati atau Kepala 

• Perangkat Daerah yang rnernbidangi urusan pajak daerah. 
(3) Tim Penyelesaian Keberatan sebagairnana dimaksud pada ayat (2), bertugas 

rnernberi pertirnbangan dalam pengambilan keputusan oleh Bupati atau 
Kepala Perangkat Daerah yang rnembidangi urusan pajak daerah. 

Pasal 70 

• 

(1) Dalam melakukan penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 69 ayat (1) ,  Tim Penyelesaian Keberatan dapat: 

a. rnerninjam dokurnen tarnbahan dari Wajib Pajak yang berkaitan 
dengan rnateri Keberatan; 

b. rnerninta keterangan atau penjelasan tambahan dari Wajib Pajak yang 
berkaitan dengan materi Keberatan; 

c. merninta keterangan atau bukti terkait dengan rnateri Keberatan 
kepada pihak ketiga yang rnempunyai hubungan dengan Wajib Pajak; 

d. merninta dilakukannya penelitian kantor atau lapangan untuk 
menguji data objek dan adrninistratif Wajib Pajak; 

e. merninta dilakukannya Perneriksaan untuk tujuan lain dalam hal 

pengajuan Keberatan terhadap SKPD atau Keberatan terhadap 

pernotongan atau pernungutan oleh pihak ketiga; 

f. rnengundang Wajib Pajak dan/atau petugas peneliti untuk rnelakukan 
penelitian atau Perneriksaan. 

(2) Wajib Pajak harus rnernenuhi perninjaman dokurnen tarnbahan 
sebagairnana dimaksud pada ayat (1 )  huruf a dan/atau permintaan 
keterangan atau penjelasan tarnbahan sebagairnana dimaksud pada ayat 
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(1 )  huruf b paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal surat 

permintaan pcminjaman dan/atau surat permintaan ketcrangan dikirim. 

(3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruhnya 

permintaan peminjaman dokumen tambahan dan/atau permintaan 

keterangan atau penjelasan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2), keberatan tetap diproses sesuai dengan data yang ada atau yang 

diterima. 
(4) Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan 

tertulis untuk melengkapi dan/ atau memperjelas Surat Keberatan yang 

telah disampaikan baik atas kehendak Wajib Pajak yang bersangkutan 

maupun dalam rangka memenuhi permintaan Tim Penyelesaian Keberatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebelum Tim Penyelesaian 

Keberatan menyampaikan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir. 
• (5) Penyampaian Surat Pemberitahuan Untuk Hadir sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) disampaikan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja 

sebelum tanggal pembahasan dan klarifikasi atas sengketa perpajakan 

dengan dilampiri: 
a. pemberitahuan daftar hasil penelitian keberatan; dan 

b. formulir surat tanggapan hasil penelitian keberatan. 
(6) Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (5) huruf a tidak bersifat final dan bukan merupakan keputusan 
atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. 

(7) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi Surat Pemberitahuan Untuk Hadir 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5): 
• a. dibuat berita acara ketidakhadiran; dan 

b. proses keberatan tetap diselesaikan tanpa kehadiran Wajib Pajak. 
(8) Tim Penyelesaian Keberatan membuat risalah hasil pembahasan, yang 

berisikan paling sedikit: 
a. hasil pembahasan; 

b. penjelasan Wajib Pajak; 

c. penjelasan Petugas Pemeriksa Pajak yang menerbitkan Surat 

Ketetapan Pajak, penjelasan petugas peneliti yang melakukan 

penelitian kantor/lapangan terhadap pengajuan keberatan, atau 

penjelasan Petugas Pemeriksa Pajak yang melakukan pemeriksaan 

dengan tujuan lain terhadap pengajuan keberatan; 

d. simpulan; dan 
e. usulan pertimbangan keputusan keberatan. 
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(9) Tim Penyelesaian keberatan rnenyampaikan laporan penyelesaian 

keberatan kepada Bupati atau Kepala Perangkat Daerah yang rnernbidangi 

urusan pajak daerah. 

Pasal 71 

(1 )  Wajib Pajak dapat mencabut pengajuan keberatan yang telah disampaikan 

kepada Bupati atau Kepala Perangkat Daerah yang rnembidangi urusan 

pajak daerah sebelurn tanggal diterirna Surat Pemberitahuan Untuk Hadir 

oleh Wajib Pajak. 

(2) Pencabutan pengajuan keberatan sebagairnana dimaksud pada ayat (1 )  

harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. satu surat perrnohonan untuk 1 (satu) surat Keberatan; 

b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia; 

c. diajukan kepada Bupati atau Kepala Perangkat Daerah yang 

• membidangi urusan pajak daerah; 
d. dilampiri fotokopi surat ketetapan pajak atau bukti pernotongan atau 

pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Keberatan; 
e. dilampiri fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas Kuasa 

Wajib Pajak dalam ha! dikuasakan; dan 

f. surat perrnohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam ha! 
surat perrnohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus 

dilampiri dengan surat kuasa. 

Bupati atau Kepala Perangkat Daerah yang mernbidangi urusan pajak (3) 

• 

daerah wajib mernberikan jawaban atas perrnohonan pencabutan 

pengajuan keberatan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) berupa surat 

persetujuan atau surat penolakan dengan rnemperhitungkan jangka waktu 

penyelesaian Keberatan. 

Pasal 72 

(1)  Dalam ha! pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau 

seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikernbalikan dengan ditambah 
imbalan bunga sebesar 0,6% (no! koma enam persen) per bulan dihitung 
dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua 

puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. 

(2) Irnbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  dihitung sejak bulan 

pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan. 

(3) Dalam ha! keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib 

Pajak dikenai sanksi adrninistratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh 
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persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi 
dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mcngajukan kcberatan. 

Paragraf 2 
Banding Pajak 

Pasal 73 

(1 )  Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan 
peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh 
Bupati atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pajak 
daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) paling lama 3 (tiga) 
bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan 
Keberatan. 

(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  diajukan secara 
• tertulis dalam Bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas. 

(3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan 
kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal 
penerbitan Putusan Banding. 

(4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Pasal 74 

• 

( 1) 

(2) 

Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, 

kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan 
bunga sebesar 0,6% (no! koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak 
yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) 
bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. 
Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  dihitung sejak bulan 

pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding. 
(3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi 

administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) tidak dikenakan. 

(4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib 

Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh 
persen) darijumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan 
Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. 
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Paragraf 3 

Gugatan Pajak 

Pasal 75 

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap: 

a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau 

pengumuman lelang; 

b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak; 

c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, 

selain yang ditetapkan dalam Pasal 72 ayat (1) dan Pasal 73; dan 

d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang 

dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang 

telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, hanya 

dapat diajukan ke badan peradilan pajak. 

Pasal 76 

Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Bagian Kesebelas 

Pengurangan, Keringanen, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan 

Pembayaran atas Pokok Pajak, dan/atau Sanksinya 

Paragraf 1 

lnsentif fiskal Pajak 

Pasal 77 

( 1 )  Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat 

memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha. 

(2) lnsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  berupa pengurangan, 

keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak, 

dan/atau sanksinya. 

(3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas 

permohonan Wajib Pajak atau diberikan secara jabatan oleh Bupati 

berdasarkan pertimbangan: 

a. kemampuan membayar Wajib Pajak; 

b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, 

kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena 

adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau 

pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak; 
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c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra 

mikro; 

d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai 

program prioritas Daerah; 

e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program 

prioritas nasional; dan/ atau 

f. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. 

(4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan 

kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan 

keuangan daerah. 

(5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor: 

a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 

2 (dua) tahun terakhir; 

b. kesinambungan usaha Wajib Pajak; 

c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak terhadap 

perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang 

bersangkutan; 

d. memberikan 

masyarakat; 

e. menyerap tenaga kerja; 

terhadap peningkatan pendapatan kontribusi 

menggunakan sebagian besar sumber daya lokal; 

memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik; 

berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; 

pembangunan infrastruktur daerah; 

melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi daerah; 

bermitra dengan usaha mikro, kecil, a tau koperasi; dan/ a tau 

1. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas daerah. 

(6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak pelaku usaha mikro dan ultra 

mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai 

dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang­ 

undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. 

(7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum 

dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah. 

f. 

g. 

• 
h. 

i. 

J. 

k. 
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(8) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  
diberitahukan kcpada DPRD. 

(9) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disertai 
dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal. 

Pasal 78 
(1 )  Pelaku usaha mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati 

untuk memperoleh insentif fiskal. 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pelaku usaha 
yang baru memulai usaha, paling sedikit berisi: 
a. profil perusahaan; 
b. lingkup usaha; dan 

c. bentuk insentif fiskal yang dimohonkan. 
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pelaku usaha 

• yang akan melakukan perluasan usaha, paling sedikit berisi: 
a. lingkup usaha; 

b. kinerja manajemen; 
c. perkembangan usaha ; dan 

d. bentuk Insentif fiskal yang dimohonkan. 

Pasal 79 

(1 )  Bupati membentuk Tim terpadu untuk melaksanakan proses verifikasi 

dalam rangka Pemberian Insentif fiskal. 
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  ditetapkan oleh Bupati. 
(3) Bupati menetapkan Pelaku usaha yang memperoleh Insentif fiskal 

• berdasarkan rekomendasi Tim. 

Pasal 80 

(1 )  Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) melaksanakan proses 
verifikasi kepada Pelaku usaha berdasarkan kriteria dan jenis usaha yang 
ditetapkan. 

(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  menentukan bentuk dan 

besaran Insentif fiskal yang akan diberikan kepada Pelaku usaha. 
(3) Pemberian insentif fiskal yang diberikan oleh Pemerintah Daerah 

disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. 

Pasal 81 

( 1 )  Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 77 ayat (1 )  merupakan permohonan Wajib Pajak, apabila diperlukan 
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Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pajak daerah dapat 

melakukan Pemeriksaan Pajak untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 41 ayat ( 1 ) .  

(2) Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  bertujuan untuk 

memastikan bahwa Wajib Pajak yang mengajukan permohonan insentif 

fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan 

dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) dan ayat (5). 

Pasal 82 

Bupati atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pajak daerah 

dapat memberikan pembebasan pajak untuk Wajib Pajak baru untukjenis pajak 

sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf b, selama 3 (tiga) bulan terhitung 

dari tanggal penerbitan NPWPD bagi objek pajak yang belum melakukan 

pemungutan pajak. 

Paragraf 2 

Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan, dan Penundaan 

Pasal 83 

(1)  Bupati atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pajak 

dacrah dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan 

penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dengan 

memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak. 

(2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  paling sedikit 

berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib 

Pajak. 
• (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  paling sedikit 

berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang 

ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai 

dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdarnpak bencana alam, 
kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusuhan. 

Pasal 84 

(1 )  Permohonan pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau 

penghapusan atas pokok Pajak, dan/atau sanksinya, sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1 )  harus memenuhi persyaratan sebagai 
berikut: 
a. diajukan dengan surat permohonan secara tertulis dalam Bahasa 

Indonesia; 
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satu surat permohonan untuk 1 (satu) STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB, 
atau SKPDKBT; 

c. diajukan kepada Bupati atau Kepala Perangkat Daerah yang 
membidangi urusan pajak daerah; 

d. wajib pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan 
tetapi tidak dipertimbangkan atau mengajukan keberatan kemudian 
mencabut keberatannya atas surat ketetapan pajak yang dimohonkan 
pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas 
pokok Pajak, dan/atau sanksinya; 

e. dikemukakan alasan yang mendukung pengajuan permohonan; 

f. dilampiri fotokopi STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB, atau SKPDKBT yang 
diajukan pengurangan; 

g. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut: 

1. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas Kuasa Wajib 
Pajak dalam ha! dikuasakan; 

2. fotokopi bukti pendukung lainnya; 
h. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam ha! 

surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus 
dilampiri dengan Surat Kuasa. 

(2) Atas permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau 

penghapusan atas pokok Pajak, dan/atau sanksinya, Kepala Perangkat 
Daerah yang membidangi urusan pajak daerah atau pejabat yang ditunjuk 

melakukan penelitian mengenai berkas permohonan dan kelengkapannya 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) .  

•  (3) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pajak daerah atau 
pejabat yang ditunjuk memberikan pertimbangan dan rekomendasi atas 

permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau 

penghapusan atas pokok Pajak, dan/atau sanksinya; 

(4) Atas pertimbangan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3), Bupati dapat memberikan pengurangan dan keringanan pokok pajak 
paling tinggi 100% (seratus persen) dan mengeluarkan keputusan tentang 
pengurangan keringanan atau pembebasan pokok pajak. 

(5) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pajak daerah atas 
pertimbangan dan rekomendasi pejabat yang ditunjuk dapat memberikan 
pengurangan atau pembebasan sanksi pajak/denda administratif. 

b. 

• 
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Paragraf 3 
Kernudahan Perpajakan Daerah 

Pasal 85 

(1)  Bupati dapat rnernberikan kernudahan perpajakan Daerah kepada Wajib 
Pajak, berupa: 
a. perpanjangan batas waktu pernbayaran atau pelaporan Pajak; dan/ a tau 
b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak 

terutang atau Utang Pajak. 
(2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagairnana 

dimaksud pada ayat (1)  huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang 
mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu mernenuhi 
kewajiban Pajak pada waktunya. 

(3) Perpanjangan batas waktu pernbayaran atau pelaporan Pajak sebagairnana 
• dirnaksud pada ayat ( 1 )  huruf a dapat diberikan Bupati secarajabatan atau 

berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan 
Bupati. 

(4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pernbayaran Pajak terutang 
atau Utang Pajak sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf b dilakukan 
dalam ha! Wajib Pajak mengalarni kesulitan likuiditas atau keadaan kahar 
Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban 
pelunasan Pajak pada waktunya. 
Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang 
atau Utang Pajak sebagairnana dirnaksud pada ayat (4) dapat diberikan 

(5) 

• 
Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam 
keputusan Bupati. 
Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak 
terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan 
kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun 
terakhir. 

(7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dirnaksud 

pada ayat (5), dapat berupa: 

a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau 

lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak; 

b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/ a tau masa angsuran 

atau lamanya penundaan yang dirnohonkan Wajib Pajak; atau 
c. menolak permohonan Wajib Pajak. 

(6) 
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(8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama 

diberikan untukjangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan. 

(9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang 

ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (no! koma enam persen) per bulan dari 

jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 

24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) 

bulan. 

(10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi: 

a. bencana alam; 

b. kebakaran; 

c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/ atau 

d. wabah penyakit. 

Pasal 86 

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Bupati atau Kepala 

Perangkat Daerah yang membidangi urusan pajak daerah untuk mengangsur 

atau menunda pembayaran pajak yang terutang, dalam ha! Wajib Pajak 

mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan di luar kekuasaannya 

sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pajak pada waktunya. 

Pasal 87 

(1)  Permohonan pemberian angsuran atau penundaan pembayaran 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 diajukan dengan persyaratan 
sebagai berikut: 

• a. diajukan dengan surat permohonan secara tertulis dalam bahasa 
Indonesia; 

b. satu surat permohonan untuk l (satu) SPTPD, SKPD, SKPDKB, 
SKPDKBT, atau STPD; 

c. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang 
membidangi urusan pajak daerah; 

d. diajukan paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo 
pembayaran, kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat 
menunjukkan bahwa batas waktu pengajuan tersebut tidak dapat 
dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya; 

e. tidak memiliki utang pajak; 

f. dilampiri fotokopi SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD yang 
dimohonkan untuk diangsur atau ditunda pembayarannya; 
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g. disertai dengan penghitungan: 

1 .  jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk diangsur, masa 

angsuran, dan besarnya angsuran; atau 

2. jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk ditunda dan 

jangka waktu penundaan; 

h. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut: 

1. fotokopi NPWPD; 

2. fotokopi identitas Wajib Pajak; dan 

3. fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan; 

(2) surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat 

permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri 

dengan Surat Kuasa. 

(3) Permohonan pemberian angsuran atau penundaan pembayaran pajak yang 

tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dianggap bukan sebagai permohonan pemberian angsuran atau penundaan 

pembayaran pajak sehingga tidak dapat dipertimbangkan, dan kepada 

Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan 

yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja 

terhitung sejak permohonan tersebut diterima. 

Pasal 88 

(1 )  Setelah mempertimbangkan alasan dan bukti pendukung yang diajukan 

oleh Wajib Pajak dalam permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

87 ayat ( 1) , Bupati menerbitkan keputusan dalamjangka waktu paling lama 

3 (tiga) bulan setelah tanggal diterimanya permohonan secara lengkap. 

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  dapat berupa: 

a. menyetujui jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran atau 

lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak; 

b. menyetujui sebagian jumlah angsuran pajak dan/atau masa 

angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; 

atau 

c. menolak permohonan Wajib Pajak. 

(3) Dalam ha! jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat 

( 1 )  telah terlampaui dan Bupati tidak menerbitkan suatu keputusan, 

permohonan disetujui sesuai dengan permohonan Wajib Pajak, maka surat 

keputusan persetujuan angsuran pembayaran pajak atau surat keputusan 

persetujuan penundaan pembayaran pajak harus diterbitkan paling lama 1 

(satu) bulan setelahjangka waktu 3 (tiga) bulan tersebut berakhir. 
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(4) Terhadap utang pajak 51e , 
;. J .yang telah diterbitkan surat keputusan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) tidak dapat lagi diajukan pcrmohonan untule 
mengangsur atau menunda pembayaran. 

Bagian Kedua Belas 
Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan 

Pasal 89 
Atas permohonan Wajib Pajak atau karenajabatannya, Bupati atau Kepala 
Perangkat Daerah yang membidangi urusan pajak dacrah dapat mclakukan 
pembetulan STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB 
yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesaJahan 
hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam 
peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah. 
Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  ditetapkan dalam Surat 
Keputusan Pembetulan. 
Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) ,  Bupati atau Kepala Perangkat 
Daerah yang membidangi urusan pajak daerah menindaklanjuti 

permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan 

Wajib Pajak. 

(4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau 

Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pajak daerah dapat 

meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan. 

(5) Dalam ha! pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Kepala Perangkat 
Daerah yang membidangi urusan pajak daerah wajib menerbitkan Surat 

Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka 

waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan 
pembetulan diterima. 

(6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi 

keputusan berupa: 

a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan 

atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangkan, 
atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi 
administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau 

b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun 

ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan 

tata cara yang ditentukan; dan 

(2) 

(1) 

(3) 
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c. menolak permohonan Wajib Pajak. 

(7) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampaui dan 

Surat Keputusan Pembetulan belum diterbitkan, pengajuan pembetulan 

dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan pengajuan 

Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak jangka waktu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  berakhir. 

Pasal 90 

(1)  Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) 

harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. diajukan dengan surat permohonan secara tertulis dalam Bahasa 

Indonesia; 

b. 1 (satu) surat permohonan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak, 
• STPD, atau surat keputusan lain yang terkait dengan bidang 

perpajakan; 
c. diajukan kepada Bupati atau Kepala Perangkat Daerah yang 

membidangi urusan pajak daerah; 
d. diajukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat 

ketetapan pajak, STPD, atau surat keputusan lain yang terkait dengan 

bidang perpajakan, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa 
waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar; 

e. wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan 

tetapi tidak dipertimbangkan atau mengajukan keberatan kemudian 

mencabut keberatannya atas surat ketetapan pajak yang dimohonkan 

• pembetulan; 
f. dilampiri asli surat ketetapan pajak, STPD, atau surat keputusan lain 

yang terkait dengan bidang perpajakan yang diajukan pembetulan; 
g. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut: 

1. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas Kuasa Wajib 
Pajak dalam hal dikuasakan; dan 

2. dokumen pendukung lainnya yang dapat menunjukkan bahwa 
surat ketetapan pajak, STPD, atau surat keputusan lain yang 
terkait dengan bidang perpajakan tidak benar. 

h. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat 

permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri 
dengan Surat Kuasa. 
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(2) Tanggal penerimaan permohonan yang telah dinyatakan lengkap menjadi 

dasar untuk memproses penyelesaian pembetulan. 

(3) Dalam hal permohonan disampaikan melalui pos atau perusahaan jasa 

ekspedisi atau jasa kurir, tanggal pengiriman surat dalam bukti pengiriman 

surat dianggap sebagai tanggal penerimaan sepanjang permohonan 

dinyatakan lengkap. 

Pasal 9 1  

(1)  Permohonan pembetulan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) dianggap bukan sebagai pengajuan 

permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib 

Pajak atau Kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang 

mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 5  (lima belas) hari kerja 

dihitung sejak tanggal permohonan diterima. 

(2) Dalam hal permohonan pembetulan tidak dapat dipertimbangkan 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ,  Wajib Pajak masih dapat mengajukan 

pembetulan kembali sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 90 ayat ( 1) huruf d. 

Pasal 92 

(1) Bupati atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pajak 

daerah menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan secara jabatan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat ( 1 )  dalam hal telah diketahui 

oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pajak daerah terdapat 

ketidakbenaran dan belum diajukan permohonan pembetulan oleh Wajib 

Pajak. 

Dalam hal Bupati atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan 

pajak daerah menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan secara jabatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  yang mengakibatkan jumlah pajak 

yang masih harus dibayar dalam surat ketetapan pajak berubah, Wajib 

Pajak dapat mengajukan Keberatan atas surat ketetapan pajak yang 

dibetulkan secarajabatan tersebut. 

(3) Pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 

dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal dikirim Surat 

Keputusan Pembetulan. 

(2) 
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Pasal 93 

Pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak, STPD, atau surat keputusan 

lain yang terkait dengan bidang perpajakan setelah dilakukan pembetulan, 

harus dibayar dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkan 
Surat Keputusan Pembetulan. 

Bagian Ketiga Belas 

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak 

Pasal 94 

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1)  dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak 

diterbitkannya SKPDLB. 
(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah Lewat 2 

(dua) bulan, Bupati atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi 
urusan pajak daerah memberikan imbalan bunga sebesar 0,6 % (no! koma 

enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan 

pembayaran Pajak. 

Pasal95 

(1)  Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 94 diajukan dengan persyaratan sebagai berikut: 

( 1 )  Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan 
permohonan pengembalian kepada Bupati atau Kepala Perangkat Daerah 
yang membidangi urusan pajak daerah. 

(2) Bupati atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pajak 
• daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak 

diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ,  harus memberikan keputusan. 

(3) Apabilajangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui 
dan Bupati atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pajak 

daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian 

pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan 

dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. 

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak lainnya, kelebihan 

pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  langsung 
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak lainnya. 

• 
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a. diajukan dengan surat pennohonan secara tertulis dalam Bahasa 
Indonesia; 

b. diajukan kepada Bupati atau Kepala Perangkat Daerah yang 
membidangi urusan pajak daerah; 

c. dilampiri asli SSPD yang telah divalidasi; 

d. menyertakan nomor rekening bank atas nama Wajib Pajak; 

e. dalam hal Wajib Pajak menghendaki dilakukannya kompensasi, 

disertakan data utang pajak dan/atau pajak yang akan terutang atas 
nama Wajib Pajak; 

f. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut: 

1 .  fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas Kuasa Wajib 
Pajak dalam hal dikuasakan; dan 

2. fotokopi surat ketetapan pajak, STPD, atau surat keputusan lain 

yang terkait dengan bidang perpajakan, yang terkait dengan 
kelebihan pembayaran pajak. 

g. surat pennohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam ha! 
surat pennohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus 
dilampiri dengan surat kuasa. 

(2) Tanggal penerimaan permohonan yang telah dinyatakan lengkap menjadi 

dasar untuk memproses pennohonan pengembalian kelebihan 
pembayaran. 

(3) Dalam hal permohonan disampaikan melalui pos atau perusahaan jasa 

ekspedisi a tau jasa kurir, tanggal pengiriman surat dalam bukti pengiriman 

surat dianggap sebagai tanggal penerimaan sepanjang pennohonan 

• dinyatakan lengkap. 

Pasal96 

(1 )  Pennohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang tidak 

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1 )  
dianggap bukan sebagai pengajuan pennohonan sehingga tidak dapat 

dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan 

secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling 

lama 20 (dua puluh) hari kerja dihitung sejak tanggal pennohonan diterima. 
(2) Dalam hal permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak tidak 

dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak 

masih dapat mengajukan pennohonan pengembalian kelebihan 

pembayaran pajak kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1 ) .  

• 
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Pasal 97 

Terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) ,  harus dilakukan Pemeriksaan. 

Pasal 98 

Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran pajak diselesaikan dengan 

kompensasi untuk utang pajak dan/atau pajak yang akan terutang atas nama 

Wajib Pajak, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pajak daerah 

melakukan pemindahbukuan. 

BAB III 

RETRIBUSI DAERAH 

Pasal 99 

(1)  Jenis Retribusi Daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati ini terdiri atas: 

a. Retribusi Jasa Umum; 

b. Retribusi Jasa Usaha; dan 

c. Retribusi Perizinan Tertentu. 

(2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  huruf a yang 

dipungut meliputi: 

a. Pelayanan kesehatan; 

b. Pelayanan kebersihan; 

c. Pelayanan parkir di tepi jalan um um; dan 

d. Pelayanan pasar. 

(3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf b yang 

dipungut meliputi: 

a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan 

tempat kegiatan usaha lainnya; 

b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan 

termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelan gan; 

c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; 

d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila; 

e. pelayanan jasa kepelabuhanan; 

f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; dan 

g. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan 

tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah 

dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
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(4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  huruf c 

mcliputi: 

a. persetujuan bangunan gedung; dan 

b. penggunaan tenaga kerja asing. 

Bagian Kesatu 

Pendaftaran dan Pendataan Retribusi 

Pasal 100 

(1 )  Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pendaftaran kepada 

Bupati atau Kepala Perangkat Daerah untuk mendapatkan jasa pelayanan. 

Permohonan pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran. 

Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan 

secara manual dan/atau elektronik melalui aplikasi yang disediakan oleh 

Perangkat Daerah. 

Wajib Retribusi mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan jelas, lengkap dan benar serta 

melampirkan dokumen yang di persyaratkan. 

(5) Dokumen yang di persyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri 

dari :  

a. fotokopi identitas diri; 
b. akta pendirian bagi Wajib Retribusi yang berbentuk badan; dan/atau 

c. dokumen lain yang dipersyaratkan oleh Perangkat Daerah terkait. 

(6) Bentuk dan isi formulir pendaftaran lebih lanjut diatur oleh Perangkat 

Daerah terkait. 
Pasal 101  

(1 )  Setiap Perangkat Daerah dapat melakukan pendaftaran dan pendataan 
terhadap Wajib Retribusi, baik yang berdomisili di daerah maupun di luar 

daerah yang memiliki objek retribusi di Daerah. 

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  merupakan rangkaian 
kegiatan pencatatan pertama kali perorangan atau badan yang 

mendaftarkan dirinya atau didaftar berdasarkan penyaringan menjadi 

Wajib Retribusi dengan keterangan lengkap yang dipersyaratkan. 

(3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  dilakukan setiap awal 

tahun anggaran untuk mendapatkan data jumlah subjek retribusi dan 

objek retribusi dalam 1 (satu) periode tertentu. 

(3) 

(2) 

(4) 
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(4) Data subjek retribusi dan objek retribusi sebagairnana dimaksud pada ayat 

(2) dilakukan penatausahaan, berdasarkan wilayah lokasi dan/atau 

domisili usaha. 

Pasal 102 

(1 )  Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 01  ayat (4) wajib dilakukan 

pemutakhiran data dalam 1 (satu) periode tertentu. 

(2) Pemutakhiran data sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1 )  dilakukan 

oleh Perangkat Daerah. 

Bagian Kedua 
Penetapan Retribusi 

Pasal 103 

(1 )  Penetapan retribusi dilakukan dengan menggunakan: 

a. SKRD; atau 

b. dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak 

maupun dokumen elektronik. 

(2) Penetapan retribusi dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang 

dipersamakan sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1 )  adalah sebagai 

berikut: 

a. Perangkat Daerah berdasarkan permohonan pendaftaran Wajib 

Retribusi menghitung dan menetapkan besarnya retribusi yang 

terutang menurut tarif sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan 

Daerah; dan 

b. berdasarkan perhitungan dalam penetapan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, Perangkat Daerah menetapkan retribusi terutang dengan 

menerbitkan SKRD, dengan rincian sebagai berikut: 

1 .  Lembar kesatu untuk Wajib Retribusi; 

2 .  Lembar kedua untuk Perangkat Daerah; dan 

3. Lembar ketiga untuk Arsip. 

(3) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  huruf a, harus ditandatangani 

oleh Kepala Perangkat Daerah selaku pemungut retribusi. 

Pasal 104 

Dalam hal dilakukan pemeriksaan ulang, ternyata Wajib Retribusi tidak 

mengajukan permohonan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan ditemukan data baru dan/atau data yang semula 



- 68 ­ 

belum terungkap, maka Perangkat Daerah mengeluarkan kembali SKRD 
dengan keterangan tambahan atas objek retribusi yang sama. 

Pasal 105 

(1 )  Penetapan retribusi dengan menggunakan dokumen lain yang 
dipcrsamakan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1 )  huruf b 

antara lain: 

a. karcis; 
b. kupon; 

c. kartu langganan; 
d. surat perjanjian; 
e. surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau 

perizinan elektronik; atau 

• f. nota penetapan. 
(2) Bentuk, isi dan ukuran dokumen yang dipersamakan sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1) harus mendapat persetujuan Bupati melalui 

Kepala Perangkat Daerah untuk ditetapkan sebagai sarana pemungutan 

retribusi. 
(3) Sarana pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf 

a, huruf b, dan huruf c, paling sedikit memuat: 

a. logo Pemerintah Daerah; 
b. nama Perangkat Daerah pemungut retribusi; 
c. nomor dan seri; 
d. nilai nominal; 

• e. nomor dan tahun Peraturan Daerah atau nomor dan tanggal 
Peraturan Bupati yang menjadi dasar hukum pemungutan retribusi; 

dan 
f. kode sebagai alat pengaman. 

(4) Sarana pemungut retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  huruf a, 
huruf b, dan huruf c, dinyatakan sah penggunaannya setelah diberikan 
tanda atau sejenisnya berupa perforasi oleh Perangkat Daerah yang 
membidangi urusan pajak daerah atau legalisasi oleh Perangkat Daerah. 

(5) Setiap Perangkat Daerah pemungut retribusi harus mengajukan 
permohonan pengesahan sarana pemungutan retribusi sebagaimana 

dimaksud ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi 
urusan pajak daerah dan permohonan tersebut harus memuat paling 

sedikit: 
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a. jenis danjumlah sarana pemungutan yang diperlukan; 
b. nilai nominal; 
c. nomor dan seri; dan 
d. keterangan lain bila dianggap perlu. 

(6) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pajak daerah 
membukukan/mencatat sarana pemungutan retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) sebelum diserahkan kepada Perangkat Daerah. 

Bagian Ketiga 
Pembayaran 

Pasal 106 

(1 )  Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan 
dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana 

• dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) ke kas Daerah atau melalui Wajib 
Retribusi yang bertindak selaku pemungut. 

(2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke 
kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Dalam ha! Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, 
pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening kas 
BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  dapat dibayarkan 
sekaligus sebelum pelayanan diberikan. 

(5) Pembayaran retribusi dapat dilakukan secara tunai maupun non tunai. 

Pasal 107 

(1)  Pembayaran retribusi yang penetapannya melalui SKRD dapat dilakukan 

dengan menggunakan SSRD, dengan tahapan sebagai berikut; 

a. Petugas Pemungut menerbitkan SSRD sesuai dengan SKRD yang 

telah diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah. 

b. SSRD terdiri dari empat rangkap dengan rincian sebagai berikut: 

1. lembar kesatu, lembar kedua, lembar ketiga, disampaikan kepada 

Wajib Retribusi sebagai alat untuk membayar retribusi; dan 

2. lembar keempat pertinggal pada Perangkat Daerah pemungut 
retribusi yang bersangkutan sebagai alat kendali pembayaran. 

c. SSRD yang diterbitkan oleh petugas pemungut sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, digunakan oleh Wajib Retribusi melakukan 

pembayaran retribusi yang terutang secara langsung ke Bank 

• 
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Penerima atau melalui Bendahara Penerimaan dengan jatuh tempo 

pcmbayaran paling lama 1 (satu) bulan scjak ditctapkan SKRD. 

d. Apabila waktu jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud 

pada huruf c pada hari libur, pembayaran paling lambat dilakukan 

pada hari kerja berikutnya. 

e. Bank Penerima menerima pembayaran retribusi yang terutang wajib 

membubuhkan teraan kas register, cap dan ditandatangani oleh 

petugas penerima uang pada SSRD dan didistribusikan dengan 

rincian: 

• 
f. 

1. Lembar kesatu untuk Wajib Retribusi sebagai bukti pembayaran; 

2. Lembar kedua untuk Bank Penerima/Tempat Penerima 

Pembayaran; dan 

3. Lembar ketiga untuk Perangkat Daerah. 

Bank Penerima berkewajiban menyampaikan lembar ketiga SSRD 

kepada Perangkat Daerah yang bersangkutan; dan 

g. Perangkat Daerah wajib mencocokkan lembar ke-3 SSRD 

sebagaimana dimaksud pada huruf f dengan SKRD. 

(2) Dalam hal pembayaran dilakukan melalui Petugas Pemungut pada 

Perangkat Daerah, Petugas Pemungut wajib menyetorkan pembayaran ke 

Bank Penerimaan paling lambat 1 x 24 jam sejak penerimaan diterima. 

Pasal 108 

Perangkat Daerah memberikan jasa pelayanan apabila Wajib retribusi telah 
memberikan bukti pembayaran SSRD yang telah dibayar Iunas. 

• Pasal 109 

(1 )  Dalam hal pembayaran retribusi dengan menggunakan dokumen lain yang 
dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1 )  melalui 

Petugas Pemungut Perangkat Daerah dilaksanakan sebagai berikut: 
a. Wajib Retribusi membayar retribusi terutang sesuai dengan nilai 

nominal yang tercantum dalam dokumen yang dipersamakan kepada 

Petugas Pemungut Perangkat Daerah; 
b. Petugas Pemungut Perangkat Daerah wajib memberikan dokumen 

yang dipersamakan kepada Wajib Retribusi sebagai tanda 
pembayaran retribusi; 

c. Perangkat Daerah memberikan jasa pelayanan apabila Wajib 

Retribusi memperlihatkan bukti pembayaran retribusi sebagaimana 
dimaksud pada huruf b; 
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d. Petugas Pemungut Perangkat Daerah menyetorkan hasil pungutan 
retribusi scbagaimana dimaksud pada huruf b sccara bruto kcpada 
Bank Penerima; dan 

e. Penyetoran hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada 
huruf d dilakukan oleh Petugas Pemungut Perangkat Daerah paling 
lama 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam sejak saat diterimanya uang 
retribusi dari Wajib Retribusi. 

(2) Dalam ha! pemungutan Retribusi dilakukan diluar hari kerja, penyetoran 
hasil penerimaan Retribusi dilakukan pada hari kerja berikutnya. 

Bagian Keempat 
Penagihan Retribusi Terutang 

Pasal 1 1 0  

•  (1)  Perangkat Daerah wajib melakukan penagihan retribusi terhadap Wajib 
Retribusi yang tidak melakukan pembayaran setelah jatuh tempo 
pembayaran. 

(2) Perangkat Daerah menerbitkan STRD apabila retribusi terutang tidak atau 

kurang dibayar sampai pada tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan 
dalam SKRD. 

(3) STRD sebagaiman dimaksud pada ayat (2) ditambah dengan sanksi bunga 
sebesar 1 % (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau 
kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai 
dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling Jama 24 (dua 
puluh empat) bulan. 

• Pasal 1 1 1  

Perangkat Daerah menyampaikan Surat Pemberitahuan terhadap Wajib 
Retribusi yang tidak melakukan pembayaran dalam jangka waktu paling 

Jama 7 (tujuh) hari sebeJumjatuh tempo pembayaran. 
(2) Apabila dalamjangka waktu 7 (tujuh) hari seteJahjatuh tempo pembayaran 

dalam STRD Wajib Retribusi tidak melakukan kewajiban pembayaran 

retribusi terutang, Perangkat Daerah wajib menyampaikan Surat Teguran. 
(3) Wajib Retribusi wajib meJunasi retribusi terutang paling Jama 7 (tujuh) 

hari seteJah tanggal Surat Teguran diterbitkan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2). 

(4) Apabila Wajib Retribusi belum melunasi retribusi terutang dalam jangka 

waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak surat teguran disampaikan, Bupati 

( 1) 
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melalui Kepala Perangkat Daerah memberikan sanksi administratif 

berupa: 

a. Pembatalan atau pencabutan izin untuk retribusi perizinan tertentu; 

dan/atau 

b. Penghentian layanan terhadap Wajib Retribusi. 

(5) Penerbitan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan 

rincian sebagai berikut: 

a. lembar kesatu untuk Wajib Retribusi; dan 

b. lembar kedua untuk Perangkat Daerah. 

(6) Apabila Wajib Retribusi tidak melunasi retribusi terutang sampai 

dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Retribusi 

dinyatakan merugikan keuangan daerah dan akan diproses sesuai dengan 

@ k e t e n t u an  peraturan perundang-undangan. 

Bagian Kelima 

Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga 

Pasal 1 1 2  

(1)  Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan 

pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi. 
(2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1 )  tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan Pemeriksaan. 
(3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi 

• dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban 

Wajib Retribusi. 
(4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1) disetor ke rekening kas um um daerah secara bruto. 

(5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1 ) dilakukan melalui belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah. 
Pasal 1 1 3  

Pihak yang menjadi subjek kerja sama dalam kerja sama pemungutan retribusi 
daerah adalah: 

a. Kepala Perangkat Daerah; dan 
b. Pihak Ketiga. 
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Pasal 1 1 4  

(1 )  Bentuk kerja sama pemungutan retribusi dituangkan dalam bentuk 
perjanjian kerja sama. 

(2) Apabila para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  menerima, 
rencana kerja sama tersebut dapat ditingkatkan dengan membuat 
kesepakatan bersama dan menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama 
yang paling sedikit memuat: 
1. subjek kerja sama; 
2. objek kerja sama; 
3. ruang lingkup kerja sama; 
4. hak dan kewajiban para pihak; 
5. jangka waktu kerja sama; 
6. pengakhiran kerja sama; 

• 7. keadaan memaksa; dan 
8. penyelesaian perselisihan. 

Bagian Keenam 
Pemeriksaan Retribusi 

Pasal 1 1 5  

(1) Bupati atau Kepala Perangkat Daerah berwenang melakukan Pemeriksaan 
untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan tujuan lain 
dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan 
mengenai Retribusi. 

(2) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  
• dilakukan paling sedikit untuk: 

a. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Retribusi; 
b. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau 
c. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Retribusi. 

(3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan 
dengan tujuan Pemeriksaan. 

Pasal 1 1 6  

(1 )  Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 5 ,  
kewajiban Wajib Retribusi yang diperiksa meliputi: 
a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, 

dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang 
berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang; 
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b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang 

dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kclancaran 

Pemeriksaan; dan/ a tau 

c. memberikan keterangan yang diperlukan. 

(2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ,  

hak Wajib Retribusi yang diperiksa paling sedikit: 

a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada 

pemeriksa; 

b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang 

alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan 

c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan 

atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan. 

(3) Dalam ha! Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1 ) ,  besarnya Retribusi terutang ditetapkan secara 

jabatan. 

Bagian Ketujuh 

Kedaluwarsa Penagihan Retribusi 

Pasal 1 1 7  

(1 )  Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarse setelah 
melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, 
kecualijika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi. 

(2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
tertangguh jika: 

• a. diterbitkan Surat Teguran; atau 

b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik 

langsung maupun tidak langsung. 
(3) Dalam ha! diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat 
Teguran. 

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan 
masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah 
Daerah. 

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan 
angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh 

Wajib Retribusi. 
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Bagian Kedelapan 

Penghapusan Piutang Retribusi 

Pasal 1 1 8  

(1 )  Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih Jagi karena hak untuk 

mclakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. 

(2) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1)  ditetapkan dalam keputusan Bupati. 

(3) Untuk memastikan keadaan retribusi terutang yang tidak mungkin ditagih 

lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  wajib dilakukan kajian 

administratif dan penelitian lapangan yang dilakukan oleh tim yang 

ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala Perangkat 
Daerah. 

(4) Tim bertugas melakukan pengkajian administratif dan penelitian lapangan 

terhadap Wajib Retribusi yang ada dalam daftar usulan penghapusan 

piutang retribusi dan daftar cadangan penghapusan piutang retribusi. 

(5) Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan koordinasi dengan Satuan 

Palisi Pamong Praja untuk meminta Penyidik Pegawai Negeri Sipil Retribusi 

dan Jurusita mendampingi tim dalam melaksanakan tugas. 

(6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib membawa Surat Perintah 

yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah. 
(7) Hasil pengkajian dan penelitian tim disampaikan kepada Bupati melalui 

Kepala Perangkat Daerah dalam bentuk laporan tertulis yang paling sedikit 
memuat: 

• a. nama wajib retribusi; 
b. alamat wajib retribusi atau penanggung retribusi; 
c. nomor pokok wajib retribusi; 
d. nomor dan tangga1 SKRD, STRD, surat keputusan pembatalan, surat 

keputusan pembetulan/surat keputusan keberatan/surat keputusan 

pengurangan, penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan/ 
atau denda; 

e. jenis retribusi; 
f. jumlah piutang retribusi; 
g. masa retribusi atau tahun retribusi; 
h. tindakan penagihan yang pernah dilakukan; 
i. alasan penghapusan piutang retribusi; dan 

j .  keterangan hasil penelitian administrasi dan penelitian lapangan. 

• 
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Pasal 1 1 9  

(  1) Berdasarkan laporan hasil pengkajian administrasi dan penelitian lapangan 
oleh tim, Perangkat Daerah menyusun daftar usulan penghapusan piutang 
retribusi untuk di sampaikan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat 
Daerah. 

(2) Usulan penghapusan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
terlebih dahulu direviu oleh instansi terkait dan hasilnya dilaporkan dalam 
berita acara reviu. 

(3) Berdasarkan berita acara hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditetapkan dengan keputusan Bupati tentang penghapusan piutang 
retribusi. 

• 

Bagian Kesembilan 
Keberatan Retribusi 

Pasal 120 

Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan Kepada Bupati atau 
Kepala Perangkat Daerah atas SKRD atau dokumen lain yang 
dipersamakan. 

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan 

() 

disertai alasan yang jelas. 
(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan 

sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat 
menunjukkan bahwa jangka waktu terse but tidak dapat dipenuhi karena 
keadaan kahar. 

• (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: 
a. bencana alam; 
b. kebakaran; 
c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau 
d. wabah penyakit; dan/atau 
e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati 

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan 
pelaksanaan Penagihan Retribusi. 

Pasal 12 1  

(1 )  Bupati atau Kepala Perangkat Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 

(enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi 
keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana 



- 7 7 ­  

dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1 )  dengan menerbitkan surat keputusan 
kcbcratan. 

(2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ,  
Bupati atau Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan Pemeriksaan. 

(3) Keputusan Bupati atau Kepala Perangkat Daerah atas keberatan dapat 
berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah 
besarnya Retribusi yang terutang. 

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  telah lewat dan 
Bupati atau Kepala Perangkat Daerah tidak memberi suatu keputusan, 
keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya. 

Pasal 122 

(1 )  Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan 
pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga 

• sebesar 0,6% (no! koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi 
yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari 
bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. 

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  dihitung sejak bulan 
pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB. 

Bagian Kesepuluh 
Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan 

Pembayaran atas Pokok Retribusi, dan/atau Sanksinya 

• 

Paragraf 1 

Insentif fiskal Retribusi 
Pasal 123 

Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat 

memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya. 

Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  berupa pengurangan, 

keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Retribusi, 
dan/ atau sanksinya. 

(3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  dapat diberikan atas 
permohonan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati 
berdasarkan pertimbangan: 

a. kemampuan membayar Wajib Retribusi; 
k d ku d r d un gi  pelaku usaha mikro dan ultra b. untu, menc'u ng tan m ei n 'u 1 . '  

mikro; 

(2) 

( 1) 
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c. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai 
program prioritas Daerah; 

d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program 
prioritas nasional; dan/ atau 

e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. 

(4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan 
kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan 
keuangan daerah. 

(5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) huruf a, dilakukan dengan memperhatikan faktor: 

a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 
2 (dua) tahun terakhir; 

• b. kesinambungan usaha Wajib Retribusi; 
c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib 

perekonomian daerah dan lapangan kerja 
bersangkutan; 

d. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan 

Retribusi terhadap 
di daerah yang 

masyarakat; 
e. menyerap tenaga kerja; 
f. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi; dan/atau 
g. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas daerah. 

(6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan 
ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai 

• dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang­ 
undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. 

(7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum 
dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah. 

(8) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  

diberitahukan kepada DPRD. 
(9) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disertai 

dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal. 

Pasal 124 

( 1 )  Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
123 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Retribusi, apabila diperlukan 
Bupati atau Kepala Perangkat Daerah yang ditunjuk dapat melakukan 
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Pemeriksaan Retribusi untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 1 5  ayat (1) .  

(2) Pemeriksaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  bertujuan 

untuk memastikan bahwa Wajib Wajib Retribusi yang mengajukan 

permohonan insentif liskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai 

dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 

ayat (3) dan ayat (5). 

Paragraf 2 

Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan 

Pasal 125 

• 

( 1 )  Bupati atau Kepala Perangkat Daerah dapat memberikan keringanan, 

pcngurangan, pembcbasan, dan penundaan pembayaran atas pokok 

dan/atau sanksi Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi 
dan/atau objek Retribusi. 
Kondisi Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  paling sedikit 

berupa kemampuan membayar Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas 
Wajib Retribusi. 

(3) Kondisi objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  paling sedikit 

berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang 

ditempati Wajib Retribusi dari golongan tertentu, objek Retribusi yang 

terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusuhan. 
Pasal 126 

(2) 

(1 )  Permohonan pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau 

• penghapusan atas pokok Retribusi, dan/ a tau sanksinya, sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1 )  harus memenuhi persyaratan sebagai 

berikut: 
a. diajukan dengan surat permohonan secara tertulis dalam bahasa 

Indonesia; 
b. satu surat permohonan untuk 1 (satu) STRD, SKRD; 
c. diajukan kepada Bupati atau Kepala Perangkat daerah; 
d. wajib retribusi tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan 

tetapi tidak dipertimbangkan atau mengajukan keberatan kemudian 
mencabut keberatannya; 

e. dilampiri fotokopi STRD dan SKRD yang diajukan pengurangan; 
f. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut: 
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1. fotokopi identitas Wajib Retribusi, dan fotokopi identitas Kuasa 
Wajib Retribusi dalam hal dikuasakan; dan 

2. fotokopi bukti pendukung lainnya. 
g. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Retribusi, dan dalam hal 

surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Retribusi harus 
dilampiri dengan surat kuasa. 

(6) Atas permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau 
penghapusan atas pokok Retribusi, dan/atau sanksinya, Kepala Perangkat 
Daerah atau pejabat yang ditunjuk melakukan penelitian mengenai berkas 
permohonan dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) .  

(7) Kepala Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk mernberikan 
pertimbangan dan rekomendasi atas permohonan pengurangan, 
keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Retribusi, 

• dan/atau sanksinya; 
(8) Atas pertimbangan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3), Bupati dapat rnemberikan pengurangan dan keringanan pokok retribusi 
paling tinggi 50% (lima puluh persen) dan mengeluarkan keputusan 
tentang pengurangan keringanan atau pembebasan pokok retribusi. 

(9) Kepala Perangkat Daerah atas pertimbangan dan rekomendasi pejabat yang 
ditunjuk dapat mernberikan pengurangan atau pembebasan sanksi 
retribusi/ denda administratif. 

Paragraf 3 
Penundaan Pembayaran Retribusi 

• Pasal 127 

( 1 )  Dalam ha! Wajib retribusi tidak dapat mernenuhi kewajiban mernbayar 
retribusi yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang 
dipersamakan secara sekaligus dapat mengajukan permohonan 

pembayaran angsuran kepada Kepala Perangkat Daerah. 

(2) Permohonan pembayaran angsuran sebagaiman dimaksud pada ayat (1 ) ,  

diajukan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelumjatuh tempo pembayaran 
yang tercantum dalam SKRD dengan disertai alasan-alasan yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 

(3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, 

Kepala Perangkat Daerah menerbitkan keputusan penolakan angsuran. 

(4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, 
Kepala Perangkat Daerah menerbitkan keputusan persetujuan angsuran. 



• 

• 

- 8 1 ­  

(5) Keputusan persetujuan angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 
dapat diberikan paling banyak 4 (empat) kali angsuran untuk waktu paling 
lama 4 (empat) bulan terhitung mulai ditetapkannya SPARD. 

(6) Atas dasar keputusan persetujuan angsuran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) Wajib Retribusi membuat dan menyampaikan surat pernyataan 
kesanggupan pembayaran angsuran. 

(7) Perangkat Daerah berdasarkan surat pernyataan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (6) menerbitkan SPARD dalam rangkap 4 (empat) dengan rincian 
sebagai berikut: 

a. lembar kesatu disampaikan ke Wajib Retribusi sebagai alat untuk 

membayar retribusi; dan 

b. lembar kedua pertinggal pada Perangkat Daerah sebagai alat kendali 

pembayaran. 

Bagian Kesebelas 
Kelebihan Pembayaran Retribusi 

Pasal 128 

(1 )  Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan 

permohonan pengembalian kepada Bupati atau Kepala Perangkat Daerah. 

(2) Bupati atau Kepala Perangkat Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 

(enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan 
pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) ,  harus 

memberikan keputusan. 

Apabilajangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui 

dan Bupati atau Kepala Perangkat Daerah tidak memberikan suatu 

keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap 

dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling 
lama 1 (satu) bulan. 

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan 

pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  langsung 

diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi lainnya. 

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1 ) dilakukan dalamjangka waktu paling lama 2 (dua) 

bulan sejak diterbitkannya SKRDLB. 

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah 

lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Kepala Perangkat Daerah memberikan 

imbalan bunga sebesar 0,6 % (no! koma enam persen) per bulan atas 
keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi. 

(3) 



• 
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Pasal 129 

( 1 )  Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1 )  diajukan 
secara tertulis oleh Wajib Retribusi yang bersangkutan paling lama 1 (satu) 
bulan sejak tanggal pembayaran yang tertera dalam SSRD. 

(2) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) ,  Bupati atau 
Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan pemeriksaan terhadap subjek 
retribusi dan objek retribusi yang dimaksud. 

(3) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) permohonan dapat diterima/disetujui, Bupati atau Kepala 
Perangkat Daerah menerbitkan SKRDLB yang terdiri dari 2 (dua) rangkap 
dengan rincian sebagai berikut: 

a. lembar kesatu untuk Wajib Retribusi; dan 
b. lembar kedua untuk Perangkat Daerah. 

Bagian Keduabelas 
Penatausahaan Dan Pelaporan Retribusi 

Pasal 130 

(1) Petugas Pemungut Perangkat Daerah membukukan semua SKRD, 

dokumen lain yang dipersamakan, dan STRD menurut golongan, jenis dan 
ruang lingkup retribusi. 

(2) SKRD dibukukan dengan memuat paling sedikit: 

a. nama dan alamat objek retribusi dan subjek retribusi; 
b. nomor dan tanggal SKRD; 

c. tanggal jatuh tempo; 

d. besarnya ketetapan pokok retribusi dan sanksi; dan 
e. jumlah pembayaran. 

(3) Dokumen lain yang dipersamakan dibukukan dengan memuat paling 
sedikit: 

a. jenis retribusi dan nomor seri; 

b. tanggal pengembalian dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan 
pajak daerah; 

c. tanggal penggunaan; 

d. jumlah yang dipergunakan berdasarkan jenis retribusi dan nomor seri; 

e. nilai nominal; dan 
f. stok. 

(4) STRD dibukukan dengan memuat paling sedikit: 

a. tanggal penerbitan STRD; 
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b. nomor STRD; 
c. alamat objek dan subjek retribusi; dan 
d. besarnya pokok retribusi yang terutang dan sanksi administratif. 

Pasal 131  

(1) Perangkat Daerah melaporkan penerimaan retribusi paling lam bat tanggal 
10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada Bupati melalui Kepala Perangkat 
Daerah yang membidangi urusan pajak daerah dengan tembusan kepada 
Inspektorat Daerah dan Badan Keuangan Daerah tentang: 
a. jumlah ketetapan retrbusi beserta sanksi yang tercantum dalam SKRD 

dan STRD yang memuat rincian sebagai berikut: 
1. nama dan alamat objek retribusi dan subjek retribusi; 
2 . jenis retribusi; 
3. nomor dan tanggal SKRD dan STRD; 
4. tanggaljatuh tempo; 
5. besarnya ketetapan dan sanksi; dan 
6. jumlah pembayaran. 

b. Jumlah uang retribusi yang diterima oleh Petugas Pemungut 
Perangkat Daerah berdasarkan dokumen lain yang dipersamakan 
memuat rincian sebagai berikut: 
1 .  jenis retribusi; 
2 . nomor dan seri serta nilai nominal; dan 
3. jumlah uang yang diterima dan yang disetor ke Perangkat Daerah 

yang membidangi urusan pajak daerah dan Kas Daerah atau tempat 
• lain yang ditunjuk. 

(2) Dalam hal pembayaran atau penyetoran dilakukan melalui Bank 
Penerima, Bank tersebut harus melaporkan kepada Kepala Perangkat 
Daerah yang membidangi urusan pajak daerah pada akhir hari kerja 
bersangkutan. 

(3) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pajak daerah dalam 
jangka waktu paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya 
melaporkan kepada Bupati tentang jumlah uang yang telah diterima dari 
Bank Penerima. 

(4) Petugas Pemungut Perangkat Daerah dengan diketahui dan 
ditandatangani Kepala Perangkat Daerah menyampaikan 
pertanggungjawaban seluruh penerimaan uang retribusi yang dipungut 
dengan menggunakan dokumen lain yang dipersamakan kepada Bupati 

• 



• 
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melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pajak daerah 
paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. 

Bagian Ketigabelas 
Koordinasi dan Pembinaan Teknis Operasional 

Pemungutan Retribusi 

Pasal 132 

(1 )  Perangkat Daerah yang membidangi urusan pajak daerah berfungsi 
sebagai koordinator dan pembina teknis operasional pemungutan 
retribusi. 

(2) Koordinasi pemungutan retribusi dilaksanakan bersama dengan tim 
koordinasi perencanaan dan pengendalian pemungutan retribusi yang 
pembentukan, susunan keanggotaan, tugas dan tanggung jawabnya 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Pembinaan teknis operasional pemungutan retribusi dilaksanakan dengan 

memperhatikan standar operasional prosedur pelayanan yang berlaku di 

masing-masing Perangkat Daerah pemungut retribusi. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional prosedur 
pemungutan retribusi di masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

BAB IV 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 133 

(1) Bentuk, isi, contoh, dan tata cara pengisian formulir dan contoh 

dokumen yang digunakan dalam pemungutan pajak daerah tercantum 

dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

(2) Bentuk, isi, dan contoh formulir yang digunakan sebagai sarana 
pemungutan retribusi daerah tercantum dalam Lampiran II yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(3) 
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B AB V  

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 134 
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku: 

1. Peraturan Bupati Bombana Nomor 12 Tahun 2012 tentang Petunjuk 
Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 

Tahun 2012 tentang Pajak Restoran sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Bupati Bombana Nomor 35 Tahun 2015  tentang Perubahan 
atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 12  Tahun 2012 tentang 
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana 
Nomor 2 Tahun 2 0 1 2  tentang Pajak Restoran; 

2 . Peraturan Bupati Bombana Nomor 13 Tahun 2012 tentang Petunjuk 
Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak 

• Reklame; 
3. Peraturan Bupati Bombana Nomor 7 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel; 
4. Peraturan Bupati Bombana Nomor 60 Tahun 2013  tentang Sistem dan 

Prosedur Pengelolaan Pajak Daerah; 
5. Peraturan Bupati Bombana Nomor 8 Tahun 2014 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 
Kabupaten Bombana; 

6. Peraturan Bupati Bombana Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan 
Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; 

7. Peraturan Bupati Bombana Nomor 30 Tahun 2014 tentang Tata Cara 
• Penghapusan Piutang Pajak Daerah; 

8. Peraturan Bupati Bombana Nomor 39 Tahun 2014 tentang Petunjuk 
Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 
Tahun 2012  tentang Pajak Hiburan; 

9. Peraturan Bupati Bombana Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tata Cara 
Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Serta 
Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Bombana; 

10 .  Peraturan Bupati Bombana Nomor 18 Tahun 2 0 1 5  tentang Tata Cara 
Pendaftaran dan Pelaporan Serta Pendataan Objek/Subjek Pajak Bumi 
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 

1 1 .  Peraturan Bupati Bombana Nomor 23 Tahun 2 0 1 5  ten tang Tata Cara 
Penerbitan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan 
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Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 
dan Perkotaan; 

12 .  Peraturan Bupati Bornbana Nomor 24 Tahun 2015 tentang Perubahan 
atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak 
Reklarne; 

13 .  Peraturan Bupati Bombana Nornor 25 Tahun 2015  tentang Pelirnpahan 
Sebagian Kewenangan dalarn Penerbitan, Penandatanganan Jenis 
Perizinan dan Non Perizinan Serta Surat Ketetapan Pajak Daerah/ 
Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kepada Kepala Kantor Pelayanan 
Perizinan Terpadu Kabupaten Bornbana; 

14 .  Peraturan Bupati Bombana Nornor 7 Tahun 2016 tentang Pelimpahan 
Sebagian Kewenangan Bupati Bombana dalam Penandatanganan dan 

• Penerbitan Jenis Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan Kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten 
Bombana; 

15 .  Peraturan Bupati Bombana Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan 
Sebagian Kewenangan dalarn Penerbitan Penandatanganan Jenis Perizinan 
dan Non Perizinan Serta Surat Keterangan Pajak Daerah/Surat Keterangan 
Retribusi Daerah Kepada Dinas Penanarnan Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Kabupaten Bombana; 

16 .  Peraturan Bupati Bombana Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pelimpahan 
Sebagian Kewenangan dalarn Penerbitan Jenis Perizinan dan Non Perizinan 
Serta Surat Ketetapan Pajak Daerah/Surat Ketetapan Retribusi Daerah 

• Kepada Kepala Dinas Penanarnan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Kabupaten Bombana; 

17 .  Peraturan Bupati Bombana Nomor 25 Tahun 2018 tentang Tata Cara 
Pernungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 

18.  Peraturan Bupati Bombana Nomor 36 Tahun 20 18 tentang Perubahan 
Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Urnum; 

19 .  Peraturan Bupati Bombana Nomor 37 Tahun 2018 tentang Prosedur 
Pengenaan Pajak Penerangan Jalan dan Nilai Jual Tenaga Listrik Atas 
Penggunaan Tenaga Listrik Berasal dari Bukan PLN atau Bukan Berasal 
dari Sumber Lain dan/atau yang Dihasilkan Sendiri; 

20 .  Peraturan Bupati Bombana Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata Cara 
Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan yang sudah Kedaluwarsa; 
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EDY SUHARMANTO 
Diundangkan di Rumbia 
pada tanggal, 22 Ju 2024< 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA, 

OMAN 
4%d 
BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2024 NOMOR . 2 l  

2 1.  Peraturan Bupati Bombana Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara 

Pengelolaan Pajak Sarang Burung Walet; 

22. Peraturan Bupati Bombana Nomor 52 Tahun 2019 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; 

23. Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Retribusi 

Jasa Pelayanan Kepelabuhanan; 

24. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 tentang Retribusi Tempat 

Khusus Parkir; dan 

25. Peraturan Bupati Bombana Nomor 58 Tahun 2022 tentang Tata Cara 

Penagihan Pajak Daerah. 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 135 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
• Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

B u p ati  ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana. 

PARAF KORINASI ,_ ]  Ditetapkan di Rumbia 
(cd pada tan al, 21 Jut 2024 

Pj. BUPA BOMB 

• 
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LAM Pl RAN I :  PERATURAN BUPATI B0MBANA 
N0M0R 2 TAHUN 20204 

TENT ANG TATA CARA 
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH 
DAN RETRIBUSI DAERAH 

• 
FORMULIR PENDAFTARAN 

KOPOPD 

Website : bombanakab.@ yahoo Email : bpkadkab,bombana@gmail.com 

• 

• 

FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAERAH BADAN/PEMILIK USAHA 

Kepada: 
Yth .. 

· · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  

· · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  

di­  

DATA WAJIB PAJAK DAERAH 

1. Nama Usaha 
2. Nama Pemilik /Pengelola 

3. Kewarganegaraan 

4. Alamat tempat tinggal 

- Jalan / No 

R T / R W I R K  
-  Kelurahan 

-Kecamatan 

- Kabupaten 
- Nomor telepon/fax/e-mail usaha 

- Nomor telepon/fax/e-mail pemilik: 

- Kode Pos 
5. Tanda Bukti Diri : □ KTP □ PASPOR 

6. No. dan Tgl Tanda Bukti Diri 
7. Surat Izin lain yang dimiliki (Photo Copy Surat Izin harap dilampirkan) 

: □ WNI □ WNA 

- Surat Izin .. . . . .. .. . . . .. No .. 
- Surat Izin .. . . .. .. .. .. . . . No . 
- Surat Izin . .. .. . .. . .. . No . 

8. Jenis Pajak : REKLAME 

Tgl . 
Tgl . 
Tgl . 

Bombana, Tahun.. . . . . .  
Pemohon 

Tanda Tangan 

NamaJelas 
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NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH 

KOPOPD 

Website : bombanakab.@ yahoo Email : bpkadkab,bombana@gmail.com 

KARTU PENGENAL NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH 
(NPWPD) No Tahun 

NAMA 

ALAMAT 

NPWPD 

• Bombana, Tahun . . . . . .  
a.n. Bupati Bombana 

Kepala Badan Pendapatan 
Daerah Kabupaten Bombana, 

NIP. 

PERHATIAN 

• 1 Kartu NPWPD ini harap disimpan dengan baik, apabila hilang agar 
segera melapor ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bombana 

2. Kartu ini hendaknya dibawa apabila Saudara akan membayar pajak 
berikutnya, atau melakukantransaksi dan berhubungan dengan Instansi­ 
instansi di Kabupaten Bombana 

3. Dalam Wajib Pajak pindah domisili ke Kabupaten/Kota diluar Kabupaten 
Bombana supaya melapor 
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nota perhitungan_reklame 

g PEMERINT AH KABUPATEN BOMBANA 

Badan Keuangan Daerah 

Jin. Ung Sur0hard0 N. 45 Kel. areroro 

NOTA PERHITUNGAN PAJAK DAERAH 
Pajak Reklame ( Official Assesment ) 

Noror 

Vasa Fa,ak : 

Tahun 

Nara Pem.hike 

ANamat : 

Nama usana : 

Aamat Usa3 

NPWPD 

Uraan : 

A Dasar Pengeraan Pa,ai 

,.. N st 
Rarrg r P» Tart.tr 

far9 
.... .. i 

1 I 
+ - 

­ 

2 

- 
� 

- - -- 

D. Sais Adrnistns 

1 Kenakar Rp 0 

2 De00d3 Rp. 0 

3 83 Rp 0 

Jumla Sans(D) 0 

Total 

Dergan Hurt Dua Juta Rupat 

Mergetau Rumba. 

Petugas 
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Permohonan Mutasi Balik Nama 

- · · · · · · · · ,  -······· 20 

ioror 

Lapran 
Perihal Permohonan Murtasi Balk Mana $pT p8BB 

Tahun...- 

epada th 

Kepala Badan Keuargan Deer ah 

Kabupaten Bombana 
D­ 

Rumba 

Degan ini berrohon untuk Mutasi Bolk Nmo otas sopT pBB sebagai berikut: 

• 

Nomor Obyek Pa,ak 
Nara Wajb Paya 
Alarat Wajb Pajak 
Letak Otbek Pa,a 
Las Tarah 
Las Bang.ran 

. 

. . .  

Mohon  dmnurtasikan  meniad: 

Nama  Wafib Pa,ai< .... -·- • ·-- ....•.... -···--·. ···-·-·-·· 
Alamat Wajb Pajak . . . . - - - - o - .  

Letak Qise.< Pa,ai<: aan/D.Jsun/RT/�V ···-·-···-•·-••·•·-•·•·••······· -·-··········- 

KelurahanjOesa -·-·-···--···--·--·-···--·-··· ······-·····-·- 
Kecaratan 
Kabupaten 

las Tarah 

Luas Bang.nan -. - . -. - . -.  

No. Teip. {perilikbaru):....-.-.-...-. 

• 

Sebagai baran pertmbangan, bersaraini saya Lmirkan 

1 Surat Permononan, 
2 Formuiir SP0P] LSPOP yang telah disi dengan eas, benar dan /engap yang telah 

ditandatangani dan di steroei, 
3 Ft0Doy SPPT da STTS P83 Tanun berjalan, 
4 Fotocopy lienttas jb Pajak yang sh berdaku ( Contoh KTP, KK ) 
5. Fotocpy Buiti Penduiung Kepeililan bag pemilik baru :  

a. Sert fiat / Ate Juai bel/ Hbah/ Wars/ Surat Keterngan dari KapaNa Desa/ Lrah 
b. I8, 

6 SPPT ang aian dinutasi arus tunas ttdak ada tnggaian); 
7. Surat eterrganuainya vangdangzap perdu 

Derniian Permohonan ini dibuat seoaga banan pertmbangan dan kami ucapian tenira 
kasin. 

( ..... --·-·-·-·-·-·-•--·••·) 
NP 

Wajb Pajak/ Kuasane 

( ..•.• -·-·••-···-···-·-·-·-··) 
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Permohonan Mutasi Pemecahan Objek 

.. ·······�·-··· .. , -···· ·····-·. ••·•·. ,2() 

Permohonan Murtasi Pernecahan 5pT p8 

Tahun.-.-.-­ 

Kepada th, 

Kepala Badan Keuangan Daerah 
Kab.paten Bomoana 

di­ 
Rurtia 

Sehubungan degan teradnya tarsaisi LJuai beii, Hban, Maris, ...-.-.-....), rmaia degan ini 
dimohon untuk did aiuian perubahan Mtasi Pemecahon atas 5PT 
Nomor Objek Pajak ( Na' 1r-duk) -·- -·--·-·-·-·-·--·-···-- ···-·---·-·-·-·- -···-· 
Nam! Wajb Paiak -·-•-·-·-···---·-·-·-·-···-·····- ···-·-·-·····- · ---·-· 
AlamnWajb Pa.,a< ----·-·-···-·-·-····-··-·· -·-·-·-••·-···-·--·-·-·-· 

Leu,< Cb;ek PaJak -·-·-·-·-·-·--·-··-·-•-·-••·-·-···-••·-•--·-··-·--· 

Mohon dimnutasikcan menijadi :  

Namna Wajb Pajak 
Naret Wajb Pay2k 
Lera Objek Pajak Jalar/Dus/RT/RW 

Keturahan /Desa 

Lus Tanan 

Las Bangunan 

No. Telp. (pemli barul 

. 

. . . .  

•  

Sebagai bahan pertirbagan, bersaain saya Larpirian: 

1 Surat Permohoran; 
2 Formulir $POP/ LSPOP yang telah di s  dega jelas, benar dan lengap yang telah 

ditadatargani dan d sterpel, 

3 Ft0copy ST den STTS PBB Tahun ber/ar, 
4 Fotocopy ldentitas MW,ib Pa,ak ang masih berak{ Contoh : KT, K }; 
5. Fot0copy Buiti Penduing epemlkan bag pemilik bar: 

a. Sert flat /Ate Jal bel/ Hba/ Wris/ Surat Keterangan da Kepaa Desa/ Lrah 
b. IM8, 

6 ST indukbars lunas ( Tdak ada turggakan ), 
7. Surat Keterangan Laine yang danggap perdu. 

Derriliian Permohonan ini dbuat sebagai baban pertimbangan dan ari upkan tenira kash. 

Megetahui. 
epala Desa/ Lurah 

( .. -·-•-· -· -·-· -·-· ---·-·-····) 
NP. 

ajib Pajak/ Kuasay 

1--···-- •··-••·---·-·--··) 



• 
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Permohonan Mutasi Penggabungan Objek 
........................................ 20 

Nomor 

Lampiran 
Penihal Permohonan Mutasi Penggabungan sPPT PB8 

Tahun......-. 

Kepada th, 
Kepala Badan Keuangan Derah 

Kabupaten Bombana 
di­ 

Rumbia 

Dengan ini bermohon untuk Mutasi Penggabungan atas SPPT sebagai benikut : 

1 Nomor  Objek Pajak ( NOP ) :  .  
Nam Wajib Pajak . 
Alarnat .. 
LetakQ:ijekPajak . 
lJJas Tanah . 
lJJas Bangu,an .. 

2. Nomor Objek Pajak(NOP):........-...-...o-..-..-.-.oo-..-.-.-· 
Narna wajib Pajak . 
Alarnat . 
Letak Objek Pajak . 
lJJas Tanah . 
Luas Bangunan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

• 

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya Lampirkan: 
1. Surat Permohonan; 
2. Formu li r  $POP/ LSPOP yang telah dis dengan jelas, benar dan lengkap yang telah 

di tandatangani dan di stempel; 
3. F0too0py SPPT dan STTS P8BB Tahun berjal an; 
4. Fotocopy ldentitas wjib Pajak yang masih bedaku ( Contoh : KTP, KK ); 
5. Fotocopy Bukt Pendulung Kepemi likan atas masing-masing SPPT yang akan digabungkan: 

a. Sertifikat / Akte Jual beli/ Hbat/ bnis/ Surat Keterangan dan Kepala Desa/ Lurah 
b. IM8; 

6. SPPT yang akan digabungkan harus lunas (tidak ada tunggakan); 
7. S9PT yang akan di gabungkan harus ber sebel ahan (tidak di antarai leh bidang orang lain); 
8. Surat Keterangan Lainnya yang d anggap perlu. 

Demikian Permohonan ini d buat sebagai bahan pertimbangan dan kami ucapkan tenima kasih. 

Mengeta hui :  
Kepala Desa/ Lurah 

( ) 

Wajib Pajak/ Kuasanya 

( ) 
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Permohonan Keberatan 

·············-·-·-·-·-····-·-·20 

Nonce 

Lampi ran 
Peihal ermohonon Keberaton 

Kepada th, 
Kepala Badan Keuangan Derah 
Kabupaten Bombana 
di­ 

Rurbi 

Yang bertanda tngan d bawah ini :  

NalT'.a ···-·-·•··-·-·-·-·--·-·--·-···-·-·-·-·· -·-···-···-·-·· 
l\::?\W =-----·--·-·-·-·-·-···-·-·-·-···-·-·-·-·· -·-··· -·-·-·-·- 

. 

. . . . . . . . .  Alamet 

Nom:>rTeepon . ······-···-···· ..• ··-···-·······-·-·-···-······-······ 
Mergajulan perohonan keberatan SPPT PB3 / SKPD /STPD / P83 tahun Pajak...-... atas 
ooek pajak sebaga berikut 
Nomor Objek Pajak (Na'): . . . 

Nama Wajib Pa:af< ·---······· -·----·········•·•-····-···-·-·- 
Letak Ct,j,;,c Pa,a< • Jln/0,..s,.Jr,/'¾, -·-·•··· -···•·- •.• --· ··-·· . . . .• 

�rahan /Desa ···-·-·--···-•-·•·•·-••·--·. ·•··­ 
Kecat""Stan ···--·-··-···-·•·· ··-······ ••·- 

Dengan alasan sebaga beriit 

l. ··-·-···-···-····-····-·-·-····· •·••················· ·······••·••· ··-·-· ..•.. 
2. ·······••·········-·-·-···-·· ·····-··--····· ·······-·· •....•.•.•.. ··-·· ··- -·· 
Menurut perhitungan ami keretapan P8B yang seharusya adaiah sebagai berikut 

1 Bu m  m2 X R  /m2 =Ro 

2. Bangnan: m2 X R  /m2 =Ro 

3. NOP = Ro  

4. 00PTP :  = Ro  

5. NOP untuk pehtungan P88 (2-4] 

6. Nla Jal Kena Pajak[ N P ) :  
7. P8 yargterutang % XR. 

Untuk proses peryeiesaian lebih lanjut, bersama ini kami Larpirian 

1 Su rat  Permohoran, 

2 Asli SPPT PB8 ang da;uian kebeatan, 
3. Fotocopy KTPMajb Pajak, & lasa wajb pajai bila dkuas2an; 
4 Fot0copy Bukti Pendukung Keperrililan (Surat Tarah): 

a. Sertifkat / Ate Jual beii/ Hbah/ Was/ Surat eterargan dan Kepala Desa/ Lurah 
b./M8, 

5 Surat <eterangan lain yang dangap perdu 
Demikian Perrohonan ini dbuat,atas perhatiarya kari ucapin terir kasih. 

• 

• 

Mengetahui. 
epala Desa Lrah ab Pajak/ Kuas2a 

( •.. -·-···-··· ··--·····-·· .. ) ( .. ····-····· •... -···-· -·-·- .) 
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Permohonan Pembetulan Objek & Subjek 

.......... , ..... -·-·-·-·-·-·-·20 

Nomor 

Lampiran : 
Hal : Permohonan Pembetulan 

Obyek/ Subyek PBB Thn....... 

Diberitahukan dengan hormet, bahwe ST 9BB Tahun ................. 

Kepada 
th. Kepala Badan Keuangan Daer ah 

Kab. Bombana 
di ­  

Rumba  

• 

Nama Wajb Pajak 
NOP / No. SDPT 
Alamat Wajb Pajak 
Letak Objek Pajak 
Luas Bum 
Luas Bangunan 
Jumi ah Pajak Terhutang 
NOP 

NOTP 
Telah kami tenim tanggal 

....................................................................... , . 

•................................................................ , . 

............................................................................................ 

• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1111' 

••••••••••••••••••.••.••••••••••••••• 1111' 

• 

Setelah kami telrti temyata terdapat kesalahan, Yang Benar adal ah sebagai benkut : 

Nara Wajb Pajak . 
NOP/ No. SPPT . 
Alarrat Wajb Pajak . 
Letak Objek Pajak . 

I.J.Ja5 0.Jrri . ····································M' 
Luas Bangunan : ··············· M' 
Jumi ah Pajak Tefhltang . 

Nia> ····································· 
NJCPTKP •....•..............•..............•. 

Mulai ta tun pajak . 

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kam Lampirkan Dokumen-dokumen antara lain : 

1. Surat Permohonan; 

2. Formul i r  $POP/ LSPOP yang telah disi dengan jelas, benar dan lenglap yang telah dirt andatangani dan di 
stempel; 

3. Ali/Copy SPPT P8BB Tahun berjal an; 

4. Asli/Copy SPPT Tetangga; 
5. Fotocopy Identtas wjib Pajak yang masih berlaku ( Contoh : KTP, KK); 
6. Fotocopy Bukti Pelunasan P8BB Tahun terakhir ( ST7TS/Potongan SPPT )  
7.  Sertifikat / Akte Jual beli/ Hbah/ Wans/ Surat Keterangan dan Kepala Desa/ Lurah 
8. Surat Keterangan lain yang danggap perdu 

Demi kian Permohonan ini dbuat,atas perhatiannya kami ucapkan tenima kasih. 

Mengetahui: 
Kepala Desa / Lurah ) 

NIP. 

Wajib Pajak / Kuasanya 



- 98­ 

Permohonan Pendaftaran Data Baru 

l Zoom J. 20 

• 

• 

Nomor 
Lampiran 
Perihal Permohonan Pendaftaran Objek/'Subijek PB8 

Tahun......-. 

Kepada th, 
Kepala Badan Keuangan Daer ah 
Kabupaten Bombana 
di­ 

Rumbia 

Yang bertanda tangan d bawah i ni :  

�Ola ,_, .. , . 

Alarret ...•.•.•....•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•....•.•.•.•.•.•.•.•.•.• 
Pekerjaan ...•.•.•....•....•.•.•.•.•.•.•.•.•.•....•.•.•....•.•.•.•.•.• 
No. Telp. .. .•.•.•.•.•....•.•.•.•.•.•.•.•.•.•....•.•.•.•.•.•.•.•.•.• 
Dengan ini bermohon untuk Pendaftaran Objek/'Subjek PB8 sebagai benikut: 

Nama Wajib Pajak ...•.•.•.•.•....•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•....•.•.•.•.•.•. 
Alamat Wajjb Pajak ......•.•....•....•.•.•.•.•.•....•.•.•.•.•.•.•....•.•.•.•....•. 
Letak Objek Pajak :Jalan/Dusun/RT/RW : . . .. . . . - . s o . - c o o . - . o - . o - . a . . . . . .  

Kelurahan /Desa ...........•.•.....•.......•.•.•.................• 

Kecamatan ...•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.• 

Kabupate, ···•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·• 
Luas Tanah 

Las Bangunan 

Sebagai bahan pertimbangan, bersame ini saya Lampirkan: 
1 Surat Permohonan; 
2. Formulir SPOP/ LSPOP yang telah dis dengan jelas, benar dan lengkap yang telah 

di tandatangani dan di stempel; 
3. Fotocopy Identitas Wjib Pajak yang masih berlaku ( Contoh : KTP, KK ); 
4. Fotocopy Bukti Pendukung Kepemlikan (Surat Tanah): 

a. Sertifikat / Akte Jual beli/ Hbah/ Wanis/ Surat Keterangan dani Kepala Desa/ Lurah 
b. IM8; 

5. Fotocopy Surat Pembertahuan Pajak Terut ang (S9PT PBB) Tetangga terdelat; 
6. Surat Keterangan Lainnya yang di anggap perdu. 

Demikian Permohonan ini dibuat sebagai bahan pertimbangan dan kami ucapkan tenima 
kasih. 

Mengetahut: 
Kepala Desa/ Lurah 

( J 

Wajib Pajak/ Kuasanya 

( ..•...•.•.................•.•.. ) 
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Permohonan Penerbitan Salinan SPPT 

.............. , 20 

Nomor 

Lampiran 
Penihal Permohonan Salinan s9PT PB8 

Tahun Pajak....-.-.-.­ 

• 

Kepada th, 
Kepala Dinas Pendapatan Daerah 
Kabupaten Bombana 
di­ 

Rumbia 

Yang bertanda tangan d bawah ini : 

Nama . 
Alarrat .. 
Pekerjaan . 
Dengan in Mengajulan permohonan Salinan Sp9T P8B Tahun Pajak........ 
atas Cbjek Pajak sebagai benikut: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

:  Jln/D.isutVKp . 
Kelurahan /Desa � . 
Kecamatan . 

Ketetapan P88 Tall.Jn: . 
Dengan alas an sebagai benikurt: 

Nomor Objek Pajak 
Nama Wajib Pajak 
Alamat Wajib Pajak 
Letak Objek Pajak 

• 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

.............. . -· ' . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Untuk proses penyelesaian lebih laniut, bersama ini kami Lampirkan: 

1. Surat Permohonan; 
2. Fot0copy STTS (Bukti Pembayaran ) Tahun benjalan; 
3. Fotocopy ldentitas Wajib Pajak yang masih berlaku ( Contoh : KTP, KK ); 
4. Fotocopy salah satu bukti Surat Tanah : 

a. Fotoopy Sertifikat / Akte Tanah / Akte Jual bel/ Hbah/ Wris/ surat keterangan 
garapan 

b. Fot0copy I8 

5. Surat Keterangan Kehilangan dan Kelurahan / Desa atau Kepolisian 

Demi kian Permohonan ini d buat,atas perhatiannya kami ucapkan terim kasih. 

Mengetahut: 
Kepala Desa/ Lurah Wajib Pajak/ Kuasanya 

( ) ( ) 
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sppt_pbb 
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/SPTPD/ I I 

G 
KOP 0PD Masa Pajak : 

Tahun 
No. Tagih/Bayar 
SPTPD 

(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH) 
PBJT 

NPWPD : kepada Yth, 

Nama an. Kepala 0PD Kab. Bombana 
di 

Alamat Usaha : Rumbia 

Keterangan 

PERHATIAN 
1 Harap diisi dalam dua (2) ditulis dengan huruf cetak 

Beri Nemer pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang 
2 diberikan 
3 Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Kepala OPD paling 

lam bat tanggal 15 bu lan berikutnya (Self Assesment) 

.4 keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut diatas akan dilakukan Penerbitan Surat Teguran 

Jen is Pajak yang diselenggarakan 

OMZET YANG HARUS DIISI OLEH WAJIB PAJAK 

Jumlah Omzet dan Pajak Terhutang untuk Masa pajak sebelumnya 

a Masa Pajak : 

b Dasar Pengenaan (Omzet Pajak) : 

C Tarif Pajak (sesuai Perda) : 

d Pajak Teruatang (bxc) : 

Jumlah Omzet dan Pajak Terhutang untuk Masa pajak Sekarang ( Lampiran Foto Kopi Dokumen) 

a Masa Pajak : 

b Dasar Pengenaan (Omzet Pajak) : 

C Tarif Pajak (sesuai Perda) : 

Pajak Teruatang (bxc) : 

PERNYATAAN 
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sangksi-sangksi sesuai dengan ketentuan perundang 
undangan yang berlaku, say a atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami berikan tersebut 
diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas. 

Rumbia, 

5# 
m ·-··-··-··- ·---·-··- ·--- --·-----··-·· 

Nama Jelas 

DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA 

Diterima Tanggal : 

Nama Petugas : 

NIP ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ·••···· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ) 
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/5PTPD/ I I 

• 
KOP 0PD Masa Pajak : 

Tahun 
No. Tagih/Bayar 
SPTPD 

(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH) 
Pajak Sarang Burung Walet 

NPWPD : 
kepada Yth, 

Nama : 
an. Kepala OPD Kab. Bombana 
di 

Alamat Usaha : Rumbia 

Keterangan 

PER HA TIAN 
1 Ha rap diisi dalam dua (2) ditulis dengan huruf cetak 

Seri Nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang 
2 diberikan 
3 Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Kepala OPD paling 

lam bat tanggal 15 bu Ian berikutnya (Self Assesment) 

4 keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut diatas akan dilakukan Penerbitan Surat Teguran 

Jenis Pajak yang diselenggarakan 

OMZET YANG HARUS D11S1 OLEH WAJIB PAJAK 

Jumlah Omzet dan Pajak Terhutang untuk Masa pajak sebelumnya 

a Masa Pajak : 

b Dasar Pengenaan (Omzet Pajak) : 

C Tarif Pajak (sesuai Perda) : 

d Pajak Teruatang (bxc) : 

Jumlah Omzet dan Pajak Terhutang untuk Masa pajak Sekarang ( Lampiran Foto Kopi Dokumen) 

a Masa Pajak • 
b Dasar Pengenaan (Omzet Pajak) 
C Tarif Pajak (sesuai Perda) : 

Pajak Teruatang (bxc) : 

PERNYATAAN 
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sangksi-sangksi sesuai dengan ketentuan perundang­ 
undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami berikan tersebut 

diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas. 

Rumbia, 

# ' 

. --··-·-·· . ........ 

Nama Jelas 

D11S1 OLEH PETUGAS PENERIMA 

Diterima Tanggal : 

Nama Petugas 

NIP :  ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . . . . . . . . . .  ) 
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sptpd mblb 

1 
©PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA 

# BADAN KEUANGAN DAERAH 
_ an. uni Suohards No 45 Kel Lameroro 

Masa Paak 

Tahun 

No.TagBaya 

/SPTPD I - ­ 

I 

NP'PD 

Nara 

Alamat Usaha 

Keterangan 

SPTPD 

(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAHy 

Pajak Mineral Bulan Logam dan Batuan 

Kepada Yth 
AnKeala KDKab Bombana 

di Rumba 

• 

PERHAT\AN 
1 Harap dis dslam rangkap dua (2) dtulis dergan hurt CETAK 
2 Ben Nomor pada Kotak yang tersedua untui jawaba yang dbeni.an 

3. Setelah dis dan dtandatargani, harap serahkan embali kepaa BADAN KEUANGAN DAERAH paling 
lambat targgal 15 butan benikutnya (Self Assesmen!) 
4 Ketelambatan peryerahan dan tanggal tersebut datas akan dilakukan Penerbtan Surat eguran 

DIISI OLEH WAI PAJAK I PENANGGUNG PAJAK 

1. Data Obyek Fayai 
T 

• 

DIHSI OLEH WAJIB PAJAK PENANGGUNG PAJAK SELF ASSESMENT 
f-- Jumlah Pembayaran dan Pak terhutang untuk Masa Paya Sekarang (Lampiran foto copy dokumen) 

4 

• 

PERNYATAAN 

Deng.an merryadan sepenuhya aian segala aiibat termasuk sanksi-sanksu sesua dengan ketentuan perundang­ 
undangan yang beriaiku. saya atau yang saya ben uasa renyatakan bahwa apa yang telah kami bertahukan tersebut 
datas beserta amp»ran-lamprannya aalah benar. /engkap ar ,el35 

Varna Jei3as 

DIISI OLEH PETUJGAS PENERIMA 

Ortenma Tanggal 
Nama Pet.gas 
N 
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skpd Reklame 

• 

G 

No.SPT 

Nam.a Pen»hike 

ANamat 

Nama Usaha 

Alam a! Usah3 

NPWPD 

Tangga! Jatuh Tempo 

Keteranga 

[] aa» 

� 

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA 
Badan Keuangan Daerah 

JIn. Unip Sumohardo No.45Kel Laeroro 

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH 

PAJAK REKLAME 

Nomnor 

Mas.a Pajak 

Tahun 

Ncmor Bayar 

Jens Paya Daerat Jumlah (Ro ) 

Dengan Huruf 

Jumlah Sas 

um/ah Keteta3pan 

a Burga 

b Kenakan 

Jumiah Keseluruhan 

• 

PERHATAN 

• Hara peryetoran dlakuian meal Sank St-a(18010200000251 en»an menggunakan Nmor Bayar 3tau menggunalan SFD 

2 Apabill2 SKPD ii tdak dbayar setelan jatun tempo pembyaran dkenakan sanisi administratf sebesar 2% (dua persen) sebulan 

3. 3 PD  iv buian merupakan Bukt Bay3r 

Rumba 

Kepala Badan Keuangan Daerahn 

Kabupaten Bombana 



- 105­ 

skpd_air tanah 

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA 

Badan Keuangan Daerah 

Jin. Unip Sumohardyo No 45 Kel Lameroro 

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH 

PAJAK AIR TANAH 

Vomor 

Masa Paa 

T2nun 

Nomor Bayar 

No.SPT 

Nama Pebk 

Alamat 

l 

• 

Nama \saha 
Alar.at Usa.a3 

NP\VPD 

Tanggal Jatun Tempo 

Keterangar 

No. Kcde Rekemg 

[ /  

Jemes Paya Daerah 

Jumlan Sanks 

Jumlah Ketetapar 

a Burga 
b Kerakan 

Jumlah Keselruha 

Jumlah (Ro.) 

• 

Dengan Huruf: 

PERHATUAN 

• Harap peyetoran ddakukan meal Bank Sult8/10801020000025) engan menggunakan Nomor Bayar atau menggunakan SKPD 
2 Apabila SFD mi tdaik dtayar sete\an jtuh tempo zembayaran dkenaian saniksi administratsebesar 1% (dua persen) sebula 
3 SKPD buian merupaka Bukt Bayar 

Rumba, 

Kepala Badan Keuangan Badan 

Keuangan Daerah 
Kabupater Bombana. 
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• 

• 

G 
SURAT SETORAN PAJAK DAERAM I 

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN 
LEMBAR 1 

(5$PD - 8PHT8) untuk wajib Pajak 
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SURAT KETETAPAN 
SKPDKB PAJAK DAERAH KURANG MASAPAJAK 

Perangkat Daerah yang BAYAR (SKPDKB) 
Membidangi urusan pajak 

daerah NOMOR 
JENIS PAJAK : PBJT 

NPWPD 
ObjekPajak 
Jenis Objek Pajak 
No. Telp 
Alamat 
T 1  J  h  T  g. atu empo 

1. Dasar Pengenaan Pajak 

2. Paiak Terhutang 

3. Paiak Terhutang 

a. Kompensasi Kelebihan Periode 
Sebelumnva 

b. Setoran yang dilakukan 

c. Lain-lain 

d. Jumlah yang dapat dikreditkan 
(a+b+c) 

4. Jumlah Kurang (Lebih) Pembayaran 
Pokok Pajak (2-3d) 

5. Sanksi Administrasi 

a. Bunga 

b. Kenaikan 

c. Jumlah Sanksi Administrasi (a+b) 

6. Jumlah Yang Masih Harus Dibayar 

Dengan huruf 

Perhatian : 1. Penyetoran dilakukan sesuai dengan petunjuk pada cetakan 
tagihan. 

2. Apabila pelunasan SKPDKB dilakukan setelah melewati tanggal 
jatuh tempo, maka akandikenakan penambahan sanksi 
administrasi berupa bunga sebesar 2,2% per bulan. 

• 

• 

Bombana, . 

A.n. Perangkat Daerah yang Membidangi urusan 

pajak daerah Bombana 

Kepala Bidang . 

NIP. 
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SURAT KETETAPAN 

SKPDLB PAJAK DAERAH LEBIH MASA PAJAK 

PERANGKAT DAERAH BAYAR (SKPDLBl 

YANG MEMBIDANGI 
URUSAN PAJAK DAERAH NOMOR 

JENIS PAJAK : . . . . . .  

NPWPD 

Objek Pajak 

Jenis Objek Pajak 

No. Telp 

Alamat 

Tgl. Jatuh Tempo 

1. Dasar Pengenaan Pajak 

2. Paiak Terhutang 

3. Pajak Terhutang 

a. Kompensasi Kelebihan Periode 
Sebelumnya 

b. Setoran vans dilakukan 

C. Lain-lain 

d. Jumlah yang dapat dikreditkan 
(a+b+c) 

4. Jumlah Kurang (Lebih) Pembayaran 
Pokok Paiak (2-3d) 

5. Sanksi Administrasi 

a. Bunga 

b. Kenaikan 

c. Jumlah Sanksi Administrasi (a+b) 

6. Jumlah Yan Masih Harus Dibavar 

Dengan huruf 

Bombana, . 
A.n. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi 

urusan pajak daerah Daerah Kabupaten 

Bombana 

Kepala B i d an g . . . . .  .  .  .  .  

NIP. 



• 

- 109­ 

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH 

KOPOPD 

Website : bombanakab.@ yahoo Email : bpkadkab,bombana@gmail.com 

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) 

Masa 
Tahun 

NAMA 
ALAMAT 
NPWPD 
NAMA 
TANGGAL JATUH TEMPO 

I. Berdasarkan Perda Kabuapeten Bombana Nomor Tahun tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan Penelitian dan/atau Pemeriksaan 
atau Keterangan Lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak. 

II. Dari Penelitian dan/atau Pemeriksaan atau Keterangan Lain tersebut diatas, 
Penghitungan jumlah yangmasih harus dibayar adalah sebagai berikut: 

1 .  Pajak yang kurang dibayar 
2. Sanksi administratif: 

a. Bunga 

3.Jumlah yang masih harus dibayar (1  + 2a) 

Rp . 

Rp . 

Rp . 

• 

Dengan huruf: 

Perhatian: 

1. Pembayaran atas pajak terutang dilakukan pada Bendahara Penerima 
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bombana dengan 
menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 

2. STPD dinyatakan LUNAS jika telah disahkan/validasi Kas Register atau 
cap/tanda tangan Pejabat. 

3. Apabila STPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 
30 (tiga puluh) hari sejak STPD ini diterbitkan dikenakan sanksi 
administratif berupa bunga 2% (dua persen) per bulan 

Bombana 
a.n.Kepala Perangkat Daerah yang 

Membidangi urusan pajak daerah 
Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan 
Daerah 

Nip . 
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� KOPOPD 

Website : bombanakab.@ yahoo Email : bpkadkab,bombana@gmail.com 

kepada 
Yth . 

Di 
Tempat 

NAMA 
ALAMAT /LOKASI 

MASA 
KETETAPAN 

PEMILIK PAJAK 
PAJAK 

SURAT TEGURAN 
Nomor : . 

Menurut pembukuan kami, hingga saat ini saudara masih memiliki Tagihan 
Pajak Air Tanah tahun 2023 yang belum di bayarkan 

Sehubungan dengan hal tersebut kami sampaikan agar segera membayarkan 
@ P a j ak  Air  Tanah tahun 2023 yang belum terbayar dengan rician sebagai berikut 

• 

Untuk mencegah bertambahnya denda 1 % per bulan dan Tindakan penagihan 
dengan surat paksa, maka diminta kepada wajib pajak agar melunasi pajak 

dimaksud 
Dalam hal saudara telah melunasi Tunggakan tersebut, diminta agar saudara 

segera melaporkan kepada kami (Kasubbid Penagihan Pajak Daerah). 

Demikian kami sampaikan untuk dilaksanakan. 

Rumbia, Tahun 

Kepala Perangkat Daerah yang 
Membidangi urusan pajak daerah 

NIP. , . 
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SURAT TEGURAN PB.JT 

KOPOPD 

Website : bombanakab.@ yahoo Email : bpkadkab,bombana@gmail.com 

Nomor 
Lampiran : 
Perihal • Pemberitahuan / Teguran 

Kepada: 
Yth. . . .... .  

di 

. . . . . .  Tahun 

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. 

Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor Tahun Tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah, maka kami memberitahukan kepada Wajib Pajak agar menyampaikan 
SPTPD beserta data pendukung yang benar dan lengkap serta melakukan pembayaran Pajak 
berdasarkan SPTPD paling lam bat . . . . . . . .  ( )  hari setelah berakhimya masa pajak. 

• Berdasarkan hal tersebut diatas, diberitahukan kepada saudara agar segera menyampaikan SPTPD 
beserta data pendukung yang lengkap dan benar untuk bulan . . . . . . . . . . . . .  tahun .. .. .. . .. .. paling lam bat 
tanggal . . . . . .. .  (  )  bulan . . . . . . . . . . . . .  tahun . 

Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud diatas, Wajib 
Pajak akan dikenakan sanksi administratifberupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari 
Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untukjangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan 
dihitungsejak saat terutangnya Pajak. 

Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, Pajak yang terutang dihitung secara Jabatan 
dan dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Pokok 
Pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% ( dua persen) sebulan dihitung dari pajak 
yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan 
dihitung sejak saat terutangnya Pajak. 

Apabila Wajib Pajak sudah memenuhi kewajiban Perpajakan sebagaiamana dimaksud diatas, 

maka Surat ini dapat diabaikan. 

• 
Kepala Perangkat Daerah yang Membidangi 

urusan pajak Daerah Kabupaten Bombana, 

NIP. 
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• 

• 

ssPD 

'± 
KOPOPD (SURAT SETORAN PAJAK DAERAH) 

I 

i' 

RUMBIA 

Nomor Tanggal 
Nama Alamat 
Nama Usaha Alamat Usaha 
NPWP Menyetor Berdasarkan [ §STPD BSKPDKBT SKPDT SPTPD SK Keberatan []sKPDKB SK Pembetulan [lLain-lain Dokumen Penetapan Masa Pajak Tahun Cara Pembayaran [Tuna D Bank Bank Penrimaan Setoran Bank Sultra No.Rek. : Uraian Dengan rincian penerimaan setoran sebagai beriktu : 
No. Kade Rekening Jenis Pajak Nilai {Rp.) 

Jumlah Terbayar Jumiah Piutang 

Ruang Untuk Teraan Diterima Oleh : Rumbia, . . . . . . . . . . . . .  20.... Kas Register/ Tanda Tangan BENDAHARA PENERIMA Penyetor Petugas Penerima 
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SURAT PERJANJIAN ANGGSURAN 

KOPOPD 

Website : bombanakab.@ yahoo Email : bpkadkab,bombana@gmail.com 

SURAT PERJANJIAN ANGSURAN 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 
Nama . 
Alamat : Telp . 

Bertindak untuk dan atas nama: 
Nama · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  

NPWPD 

• Alamat : Telp . 

a. 

b. 

c. 

d. 
e. 

1 .  Dengan ini menyatakan telah menyampaikan permohonan angsuran 
pembayaran utang pajak pada tanggal sebanyak . . . . . . . .  (  )  kali 
angsuran. Terhadap Surat Ketetapan Pajak yang telah diterima : 

SKPD No. . . . e s 8 8 8 8 8 8 8 . . . . . . .  tgl. . . , 8 0 8 8 8 8 8 8 8 8 . . 8 8 . . . . . . . .  Rp. . . . . 0 8 8 8 s o . · ·  

STPD No tgl. Rp . 
.. tgl Rp . 
.. tgl. Rp . 
. tgl. Rp . 

Rp . 

Rp. Rp .. 

Rp. . . . . . . . . . . . .  
Rp . 
Rp . 
Rp . 

Rp. · · · · · · · ·  .  

Rp .. 
Rp . 
Rp . 
Rp . 

Rp . 
Rp .. 
Rp .. 
Rp . 

Pembayaran Angsuran AngsuranBiaya Adm./ Jml. Angsuran 
Pokok bunga 

a. Tg l . . . . . . . .  Angsuran ke l 

b. Tgl . . . . . . . .  Angsuran ke II 

c. Tgl . . . . . . . .  Angsuran ke III 

d. Tgl . . . . . . . .  Angsuran ke IV 

• 

2. Jika pemyataan pembayaran pada angka 1 (satu) diatas tidak saya penu hi, 
maka penagihan dilakukan dengan Surat Paksa, tanpa pemberitahuan 
terlebih dahulu. 

Tanda Terima 
a.n. Kepala Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Bombana, 
Kepala B i d an g . . . . . . . . . »  

Hormat Saya, 
Pemohon 
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SURAT PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN 

KOPOPD 

Website: bombanakab.@ yahoo Email : bpkadkab,bombana@gmail.com 

URAT PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN 

Yang bertanda tangan dibawah ini 

Nama 
Alamat 
Bertindak untuk dan atas nama 
Nama Usaha/Perusahaan 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

:  Telp . 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  · · · · · · · · · · · · · · · ·  

NPWPD 
• Alamat : Telp . 

1 .  Dengan ini menyatakan telah menyampaikan permohonan penundaan 
pembayaran utang pajak pada tanggal . .. . . . . terhadap 
SKPD/STPD/Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan 
Keberatan/Putusan Banding ) Nomor Jatuh tempo tanggal 

2. Berdasarkan permohonan diatas maka telah disepakati bahwa pembayaran 
atas utang pajak diatas ditunda pembayarannya sampai dengan tanggal 

• Tanda Terima 
a.n. Kepala Sadan Pendapatan 
Daerah Kabupaten Bombana, 
Kepala Bidang , 

NIP. 

) Coret yang tidak perlu 

Hormat Saya, 
Pemohon 

3. Jika pemyataan pembayaran pada angka 2 (dua) diatas tidak saya penuhi, 
maka penagihan dilakukan dengan Surat Paksa, tanpa pemberitahuan terlebih 
dahulu. 
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SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN ANGSURAN / PENUNDAAN PEMBAYARAN 

• 

KOPOPD 

Website : bombanakab.@ yahoo Email : bpkadkab,bombana@gmail.com 

Kepada: 
Yth. Bapak/Ibu/Sdr. 

di ­ 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  

SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN ANGSURAN / 
PENUNDAAN PEMBAYARAN ) 

Nomor: . 

• 

Setelah kami mempelajari dan mempertimbangkan dengan ini diberitahukan bahwa 

Surat Permohonan Angsuran / Penundaan Pembayaran ) Saudara tertanggal 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  Nomor dengan sangat menyesal tidak dapat kami penuhi. 

Demikian agar Saudara maklum adanya. 

Bombana, Tahun . 

Kepala Perangkat Daerah yang 
Membidangi urusan pajak 

Daerah Kabupaten Bombana 

Nip 
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PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBA Y ARAN PAJAK 

. . . . . . . . . . . .  ,  T ah u n . . . . .  

• 

Nomor 
Lampiran: 
Perihal : Permohonan Pengembalian 

Kelebihan Pembayaran Pajak 

Dengan hormat, 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini 

Nama 

Alamat 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Telp . 

Bertindak untuk dan atas nama 

Nama Usaha/Perusahaan 

NPWPD 

Kepada: 
Yth.Bupati Bombana 
up.Kepala Perangkat Daerah 

yang Membidangi urusan 
Pajak Daerah Kab. Bombana 

d i ­  
Bombana 

• 

Alamat 
Telp . 

Sesuai dengan SK Keberatan/Putusan Banding/Kelebihan Pembayaran 
atas SKPD ) No bulan tahun 

Dengan ini mengajukan permohonan 
pengembalian kelebihan pembayaran 
pajak.Jumlah : Rp. 
Dengan huruf 
Dengan alasan 

Demikian permohonan ini dibuat agar dapat disetujui, atas 
pertimbangannya saya ucapkan terimakasih. 

Hormat Saya, 
Pemohon 

) Coret yang tidak perlu 
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SURA T KEBERA TAN 

Nomor : Kepada : 
Lampiran: 
Perihal : Permohonan Keberatan 

. . . . . . . . . . ..  ,  Tahun 

Yth. Bupati Bombana 
up. Kepala Perangkat 

Daerah yang 
Membidangi urusan 
pajak daerah Daerah 

di­ 
Bombana 

Dengan hormat, 
Saya yang bertanda tangan dibawah ini 
Nama . 
Alamat : Telp . 
Bertindak untuk dan atas nama 
Nama Usaha/Perusahaan 

• �����· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · r · · r · · i · · · i · · · i · · · i · · · i · · · i · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  

:  Rp Dengan huruf 

. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Alamat 
Telp . 
Dengan ini mengajukan Surat Permohonan Keberatan atas Pajak 
Reklame berkaitan denganSKPD/SKPDLB/SKPDN*) Nomor . 
Tahun . . . . . . . . . . . .  
Jumlah 
Dengan alasan 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Demikian permohonan ini dibuat agar kiranya dapat disetujui, atas 
pertimbangannya saya ucapkan terimakasih. 

• 
Hormat Saya, 
Pemohon 

) Coret yang tidak perlu 

EDY SUHARMANTO 

• 

Pj. BU AT! BOM PARAF KOORDINASI 

uM 

dchd on 1 
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LAMP!RAN 1 1 :  PERATURAN 

NOMOR 2[  

BUPATI BOMBANA 

TAHUN 2 0 2 4  

TENT ANG TATA 

PEMUNGUTAN PAJAK 

DAN RETR!BUSI DAERAH 

FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH 

CARA 

DAERAH 

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA 
(Perangkat Daerah 
Penghasil/UPTD.) 

SURAT KETETAPAN 
RETRIBUSI DAERAH 

(SKRD) 

• 

Nomor 
Tanggal 
PD 
Masa 
Tahun 

Yth. 
Nama 
Alamat 
No. Hp. 
Email 
Keterangan 
Tambahan 

No Kode Rekenmg Uraian Jumlah 

l 

2 

" • 
4 

(Dengan Huru t 

an. Kepala UPTD.... 
Kepala Sub Bidang.. . . .  

Nama 
Nll'. 

EDY SUHARMANTO 

Pj. BUP TI BOMB A, PARAF KOORDINASI 


